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ABSTRAK 
 
Nama  : Rafiqah Aliyati 
Nim  : 10200111065 
Judul  : PENERAPAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA  
  PAJAK DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian 
ini yaitu bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian 
yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Adapun sumber 
data penelitian ini adalah pihak Bimbingan Islam (BIMAS) di kantor Kementrian 
Agama kabupaten Gowa. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Setelah data 
terkumpul maka dilakukan tekhnik pengelolaan data dengan melalui tiga tahapan, 
yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang 
Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
memberikan keringanan kepada ummat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga 
meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, 
hal ini berdampak baik pada pendapatan negara. 
Implikasi dari penelitian ini adalah pihak dari Kementerian Agama Kabupaten 
Gowa sebagai pihak pemerintah diharapkan agar melakukan koordinasi dengan 
pemerintah kabupaten gowa agar mengusahakan untuk terciptanya undang-undang 
atau kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang langsung pajak 
penghasilan (Kredit Pajak) seperti pengelolaan zakat yang telah diterapkan di 
Malaysia.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Zakat telah lama di salah pahami seakan hanya merupakan amal pribadi saja 
yang sifatnya sukarela, padahal zakat merupakan sumber penerimaan negara terbesar 
pada awal sejarah Islam.
1
 Namun di tengah menguatnya pajak dalam penerimaan 
Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran ummat Islam akan peranan 
zakat. Dua hal ini menuntut adanya pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk 
atas dua hal ini akan menimbulkan efek kontra produktif dalam pembangunan 
nasional. Salah satunya yaitu beban ganda atas kewajiban untuk membayar pajak dan 
zakat.
2
  
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak 
atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang telah di atur dalam Al-
Qur’an dan Hadits. Dalam konteks Negara modern, zakat bukanlah pajak yang 
merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Zakat di pandang sebagai sarana 
komunikasi utama antara orang kaya dengan orang miskin, yang memiliki peranan 
sangat penting sebagai sarana distribusi penghasilan dalam menyusun kehidupan 
yang sejahtera yang berkeadilan di dalam sebuah Negara.  
                                                          
1
 Afif Noor, Hubungan Zakat dengan Pajak dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 
(Semarang : Universitas Diponegoro, 2003), h. 3 
2
 Damanhur. Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam (Banda Aceh Darussalam : 
Prosiding Persidangan Antar bangsa Pembangunan Aceh, 2006) h. 24 
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Kedudukan zakat dalam Islam merupakan suatu keunggulan dalam sistem 
ekonomi Islam. Zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seorang muslim 
terhadap Sang Khaliq. Hal ini merupakan suatu penjelmaan dari solidaritas seorang 
muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Solidaritas itu sendiri merupakan hasil dari 
persetujuan-persetujuan di dalam masyarakat sebagai keanekaragaman yang ada 
dalam kehidupan bermasyarakat. Keanekaragaman dalam hal ini misalnya dari sisi 
nasib, kepandaian dan keterampilan manusia. Jadi jika shalat berusaha membentuk 
keshalehan pribadi individu, maka zakat berperan membentuk keshalehan sosial 
dalam diri individu. Hikmah zakat adalah mengurangi kesenjangan sosial antara 
golongan mampu dengan golongan tidak mampu, disinilah fungsi distribusi 
berperan.
3
 
Korelasi antara zakat dan pajak adalah sama–sama mempunyai fungsi 
pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutan dapat dilakukan oleh orang yang terkena 
kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak 
menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi seperti Badan 
Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk untuk memungut 
zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. 
Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh Negara melalui 
Dirjen Pajak. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya di pungut oleh Negara dan atas 
nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin.  
                                                          
3
 Apriliana, “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan 
Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”, Skripsi 
(Jakarta:Fak.Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.18. 
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Pengelolaan zakat di bawah otoritas badan yang di bentuk oleh pemerintah 
akan jauh lebih efektif pelaksanaannya, baik fungsi maupun dampaknya dalam 
membangun kesejahteran ummat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, di banding 
zakat  dikumpulkan dan didistribusikan oleh perorangan yang berjalan sendiri-sendiri 
dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Untuk menfasilitasi kewajiban berzakat bagi 
ummat Islam di Indonesia, undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah yaitu 
memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan 
amil zakat. Dalam hal ini dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang di bentuk oleh 
pemerintah. 
Fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslim yang jumlahnya 87% 
dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban-
kewajiban ganda yang memberatkan. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu 
antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh 
ummat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah membuat aturan yang dapat 
menjadi solusi bagi kewajiban ganda yaitu zakat dan pajak yang dialami oleh ummat 
Islam. Hal ini dicantumkan dalam pasal 22 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 atas 
perubahan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan 
Zakat. Disebutkan bahwa: 
Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat 
dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang 
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Undang-undang di atas menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk 
berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya 
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dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu tax relief (keringanan pajak) dalam 
pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Saat ini undang-undang 
menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan neto Wajib Pajak 
Orang Pribadi (WPOP) dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Hal ini 
diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang di pikul oleh ummat Islam 
sebagai Wajib Pajak dan muzakki. Namun pada prakteknya pola perlakuan ini belum 
optimal untuk mengelola dan mengakomodasi zakat dan pajak, yang kenyataannya 
kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama di himpun 
dari masyarakat. Padahal bila upaya pengelolaan dan pengakomodasian ini telah 
berjalan baik, dapat memberikan suatu efek yang produktif dalam pembangunan 
nasional. Jika di lihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya 
dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan 
kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat dan bangsa. 
Melihat kenyataan di atas, bahwa pemerintah telah mengeluarkan undang-
undang sebagai solusi dari beban ganda yang dirasakan ummat Islam yang saat ini 
belum terealisasi dengan baik dan besarnya potensi dana zakat di Indonesia, maka 
peneliti tertarik meneliti tentang “Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan 
Kena Pajak” dalam instansi pemerintah sebagai contoh atau teladan masyarakat. 
Kementerian Agama Kabupaten Gowa adalah salah satu instansi pemerintah 
yang mengatur urusan-urusan agama untuk kemaslahatan masyarakatnya dan menjadi 
contoh dalam melaksanakan aturan/kewajiban, baik kewajiban dari Allah swt. 
5 
 
 
maupun dari pemerintah Negara termasuk melaksanakan kewajiban dalam membayar 
Zakat dan Pajak.  
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 
1. Fokus Penelitian 
 
Penelitian ini berjudul “Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan 
Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa”. Oleh karena itu maka 
penelitian ini akan difokuskan pada penerapan kebijakan pemerintah terkait zakat 
sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. 
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini serta 
menghindari adanya ketidakpahaman atau kesalahpahaman, maka penulis 
memberikan pengertian terhadap kata-kata yang di anggap penting dalam judul 
tersebut sebagai berikut: 
a. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk 
diberikan kepada para mustahiq (8 golongan penerima zakat) yang disebutkan 
dalam Al-Qur’an 
b. Pajak adalah iuran rakyat kepada penguasa negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. 
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c. Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi 
dasar untuk menghitung pajak penghasilan
4
. Pendapatan kena pajak di atur dalam 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 
Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 tentang Pajak Penghasilan. 
d. Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah isi dari pasal 22 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 
38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian dari  judul tersebut di atas, dapat 
dideskripsikan berdasarkan permasalahan dan pendekatan penelitian  ini, bahwa 
penerapan kebijakan pemerintah terkait zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena 
Pajak di Kementerian Agama Kabupaten Gowa adalah salah satu upaya pemerintah 
untuk mengurangi beban ganda (pembayaran zakat dan pajak) yang dirasakan oleh 
masyarakat Muslim. 
 
C. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian 
ini adalah bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di 
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gowa ? 
                                                          
4
 “Penghasilan Kena Pajak”, Wikipedia the free Encyclopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/ 
Penghasilan_Kena_Pajak (20 Agustus 2014). 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat 
sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Gowa. 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini berguna sebagai berikut : 
a. Kegunaan Teoretis 
Hasil Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep penerapan zakat terutama sebagai 
pengurang Penghasilan Kena Pajak. Karena Penerapan Zakat sebagai pengurang 
Penghasilan Kena Pajak belum terealisasi dengan baik. 
b. Keguanaan Praktis 
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan 
ilmu pengetahuan dalam meningkatkan, memperbaiki dan memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. 
 
E. Sistematika Penulisan 
 
Untuk memudahkan memahami susunan skripsi ini maka penulis kemukakan 
sistematika penulisan ke dalam lima bab yang diperincikan sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan 
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Bab ini menjelasakan tentang latar belakang, fokus dan deskripsi penelitian, 
masalah pokok, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II Kajian Pustaka 
Bab ini menjelaskan tentang zakat, pajak, penghasilan kena pajak, dan 
hubungan antara zakat dengan pajak. 
Bab III Metode Penelitian 
Bab ini membahas atau menguraikan mengenai metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini membahas hasil penelitian mulai dari gambaran umum objek 
penelitian serta analisis penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak 
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. 
Bab V Penutup 
Pada bagian ini berisi kesimpulan dan implikasi (saran) dari penelitian ini. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Konsep Zakat 
 
 Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, begitu 
pentingnya zakat sebab itu Allah swt. dalam Al-Qur’an menyebut kata zakat 
sebanyak 30 kali dan 27 diantaranya beriringan dengan kata shalat
1
. Zakat 
mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan 
Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat dan dengan hartanya. Dalam hubungan 
manusia dengan Allah, zakat adalah salah satu kewajiban dari Allah swt. Seperti 
dicantumkan dalam Qs Al-Baqarah /2 : 43. 
                       
Terjemahnya :  
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang 
ruku'.
2
 
 
Ayat di atas menunjukkan bahwa menunaikan zakat adalah sebuah perintah 
dari Allah yang berarti wajib untuk dilaksanakan. dan dengan menunaikkan zakat 
berarti telah memenuhi salah satu rukun Islam. Terdapat pula hadits yang menunjang 
                                                          
1
 Apriliana, “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan  
Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”. Skripsi 
(Jakarta : Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2010),h. 10. 
2
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta : Pustaka Al-
Kautsar,2007), h. 7 
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ayat di atas tentang kewajiban berzakat, sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut 
yang artinya : 
Abu Hurairah r.a. berkata bahwa seorang dusun datang kepada Nabi saw lalu 
berkata, "Tunjukkan kepadaku amal yang apabila saya amalkan, maka saya 
akan masuk surga." Beliau menjawab, "Kamu menyembah Allah, tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, mendirikan shalat fardhu, menunaikan 
zakat yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan." Ia berkata, "Demi 
Zat yang diriku berada dalam genggaman-Nya (kekuasaan-Nya), saya tidak 
menambah atas ini." Ketika orang itu berpaling, Nabi saw bersabda, 
"Barangsiapa yang ingin melihat seseorang dari penghuni surga, maka lihat lah 
orang ini." (HR. Bukhari). 
 
Hadits di atas memperjelas bahwa zakat adalah suatu hal yang diwajibkan. 
Adapun zakat dalam hubungannya dengan diri sendiri (muzakki) merupakan salah 
satu cara memberantas pandangan hidup materialistis, suatu paham yang menjadikan 
harta bukan lagi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, tetapi menempatkannya 
sebagai tujuan hidup. Dengan demikian zakat menjaga manusia dari kerusakan jiwa, 
dan membersihkannya dari sifat-sifat tercela. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang 
muslim karena patuh kepada Allah dan mencari ridha Allah swt. akan dapat 
membersihkan dan mensucikannya dari dosa dan sifat kikir. Di sisi lain, zakat melatih 
diri untuk selalu bersyukur atas pemberian Allah. 
 Zakat merupakan suatu media untuk menumbuhkan kesadaran di dalam diri 
manusia bahwa harta benda yang mereka miliki bukanlah hak penuh mereka, tetapi 
merupakan amanah dari Allah swt. yang dititipkan kepada manusia untuk 
dikelolahnya, untuk mengambil manfaatnya dan dipergunakan sesuai dengan 
ketentuan Allah, sebagai pemilik yang sebenarnya. Sebab itu perlu pemahaman lebih 
dalam pada diri seorang muslim mengenai zakat. 
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1. Pengertian Zakat 
Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh bersih 
dan baik. Menurut lisan al-arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan 
terpuji.  Arti tumbuh dan suci tidak hanya di pakai untuk kekayaan saja, tetapi juga 
untuk jiwa orang yang berzakat. Sesuai firman Allah dalam Qs. At-Taubah/9 : 103. 
                             
         
Terjemahnya :  
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
3
 
 
Maksud ayat diatas adalah zakat itu membersihkan muzakki (orang yang 
berzakat) dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat 
itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan 
harta benda mereka. 
Pengertian zakat menurut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
(LPPM) Universitas Islam Bandung dalam buku akuntansi pajak kontemporer yang di 
kutip oleh Apriliana, di tinjau dari segi etimologi adalah tumbuh, baik, berkah, suci 
dan kelebihan.
4
 Maksud dari kelima etimologi tersebut adalah sebagai berikut : 
                                                          
3
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, h. 203 
4
 Apriliana, “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan  
Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”,h. 13. 
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a. Tumbuh menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang 
tumbuh dan berkembang (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan 
atau dengan campur tangan keduanya). Dan jika benda tersebut sudah dizakati, 
maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang serta menumbuhkan mental 
kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan si penerima (mustahiq). 
b. Baik menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik 
mutunya. Dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, 
serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiq-nya. 
c. Berkah menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang 
mengandung berkah (potensial). Potensial bagi perekonomian dan membawa 
berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah 
dibayarkan zakatnya. 
d. Suci menunukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari 
usaha yang haram. Dan jika telah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki 
dari akhlak buruk dan juga bagi mustahiq-nya. 
e. Kelebihan artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari 
kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok 
mustahiq-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi 
muzakki. 
Pengertian zakat menurut syar’i dalam pandangan para ahli fiqih memiliki 
batasan yang beraneka ragam. Di antara pendapat ahli fiqh sebagai berikut: 
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a. Al-Syirbini, yaitu zakat sebagai nama bagi kadar tertentu dari harta benda 
tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat 
tertentu.
5
 
b.  Ibrahim ‘Usman asy-Sya’lan, zakat adalah memberikan hak milik harta kepada 
orang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah 
dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta 
yang telah diberikan itu dari pihak pemula, dari semua aspek karena Allah.
6
 
c. Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan 
seseorang untuk fakir miskin.  
Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, dengan demikian zakat 
menurut istilah adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai satu nisab 
kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara’ dengan kadar tertentu. Atau bias juga 
berarti zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk 
diberikan kepada para mustahiq ( 8 golongan penerima zakat) yang disebutkan dalam 
Al-Qur’an. 
Jadi zakat merupakan salah satu pengabdian kepada Allah swt. yang berfungsi 
untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sebagai salah satu rukun Islam, membayar 
zakat hukumnya wajib. Jika seorang pemeluk  agama Islam telah memenuhi syarat 
wajib zakat dan tidak menunaikan zakat berarti dia telah berbuat dosa besar karena 
telah melanggar kewajiban dari Allah swt.   
                                                          
5
 Muhammad al-Syirbini, al-Iqna (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1940), h. 195 
6
 Ibrahim ‘Usman asy-Syar’lan, Nizhamu Misa fi al-Zakah wa Tauzi’u al-Ghana’im (Riyad: 
Tp, 1402 H), hal. 34-35. 
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2. Hikmah Zakat 
Hikmah atau faedah zakat di bagi menjadi tiga bagian yaitu Faedah Diniyah, 
Faedah Khuluqiyyah, dan Faedah Ijtima’iyyah.7 Maksud dari ketiga faedah tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a. Faedah Diniyah (Manfaat dari Segi Agama) 
Di tinjau dari aspek diniyyah, maka terdapat beberapa hikmah zakat antara 
lain : 
1) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang 
mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan 
akhirat. 
2) Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada 
Rabb-Nya, akan menambah keimanan karena keberadaan-Nya yang memuat 
beberapa macam ketaatan. 
3) Mendapatkan pahala yang besar dari Allah Swt. karena telah menunaikan 
kewajiban. 
b. Faedah Khuluqiyah (Manfaat dari Segi Akhlak) 
Di tinjau dari aspek khuluqiyyah, maka hikmah zakat antara lain : 
1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada 
pribadi muzakki. 
                                                          
7
 “Faedah Zakat”, Wikipedia the free Encyclopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/ 
Faedah_Zakat (18 Agustus 2014). 
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2) Muzakki biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut 
kepada saudaranya yang tidak punya. 
3) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat, baik 
berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan 
meluaskan jiwa. Sebab sesudah itu, ia akan menjadi orang yang dicintai dan 
dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. 
4) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. 
c. Faedah Ijtima’iyyah (Manfaat dari Segi Sosial Kemasyarakatan) 
Di tinjau dari aspek ijtima’iyyah, maka hikmah zakat adalah sebagai berikut : 
1) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat para fakir 
miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. 
2) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat 
eksistensi mereka, Hal ini bisa di lihat dalam kelompok mustahiq, salah 
satunya adalah mujahidin fii sabilillah. 
3) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa iri bagi fakir 
miskin. Karena masyarakat sosial yang berada  dalam status bawah akan 
mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika melihat kelompok masyarakat 
ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak 
bermanfaat. Jika harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk 
mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih 
antara si kaya dan si miskin. 
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4) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya. Dan hartanya akan ber 
berkah. 
5) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena 
ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak 
pihak yang mengambil manfaat. 
Dari uraian mengenai hikmah zakat di atas, jika di lihat dari segi pengaruhnya 
dapat disimpulkan bahwa hikmah zakat memberi keuntungan kepada semua pihak. 
Bagi orang miskin, dengan dana zakat itu akan mendorong dan member kesempatan 
untuk berusaha dan bekerja keras sehingga gilirannya akan berubah dari golongan 
penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki). Dan bagi orang kaya 
atau wajib zakat itu sendiri akan memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil 
usahanya, yaitu terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah 
swt. dan juga memperoleh kesempatan mengembangkan kekayaan melalui zakat. Dan 
tak kalah pentingnya adalah dapat mengembangkan jati diri dan fitrah manusia 
sebagai makhluk sosial.  
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat dan Harta yang Wajib Dizakati 
Menurut agama Islam, tidak semua ummat Islam dikenai hukum atau 
kewajiban untuk menunaikan zakat. Adapun syarat –syarat yang harus dipenuhi oleh 
para wajib zakat menurut jumhur ulama ada 4 yaitu sebagai berikut : 
a. Merdeka 
Menurut kesepakatan para ulama bahwa zakat itu tidak wajib atas hamba 
sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. 
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b. Islam 
Menurut ijma’, zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan 
ibadah mahdah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. 
c. Baligh dan Berakal 
Zakat tidak wajib di ambil dari anak kecil dan orang gila, sebab keduanya 
tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. 
d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. 
Dalam pelaksanaan ibadah zakat, terdapat beberapa syarat yang harus 
terpenuhi sebagai berikut : 
1) Harta tersebut merupakan hak milik sempurna bagi muzakki (orang yang 
menunaikan zakat). 
2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang. 
3) Harta yang dizakati telah mencapai nisab. Nisab yang ditentukan oleh syara 
sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya. 
4) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ialah harta 
yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, 
tempat tinggal, pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas 
dan dingin dan pelunasan utang. 
5) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. Artinya, harta tersebut 
sudah dikurangi dengan hutang yang jatuh temponya. 
6) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Harta milik penuh ialah harta yang 
dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. 
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7) Kepemilikan harta telah mencapai haul (sampai setahun) Masa setahun yang 
sempurna yang berlangsung secara terus menerus juga menjadi syarat dalam 
zakat. Dengan demikian, jika harta yang telah mencapai nisab berkurang pada 
masa perjalanan setahun walaupun sebentar, maka tidak wajib zakat baginya, 
kecuali zakat pertanian dan rikaz (harta karun).
8
 
Termasuk dalam bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan zakat adalah 
syarat sah pelaksanaan zakat, diuraikan sebagai berikut : 
a. Niat 
Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan yang merupakan ibadah seperti 
halnya shalat. Oleh karena itu ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara 
ibadah fardhu dengan ibadah sunnah. Menurut madzhab Syafi’i, niat itu wajib 
dilakukan didalam hati dan tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan.  
b. Adanya Tamlik 
Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, Tamlik merupakan 
pemindahan harta dari wajib zakat (muzakki) kepada golongan penerima zakat 
(mustahiq). Dengan demikian seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada 
mustahiq kecuali dengan jalan tamlik. 
4. Jenis Harta yang Wajib Dizakati 
Terdapat banyak jenis harta benda yang wajib dizakati yaitu : Hasil pertanian, 
hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, barang temuan dan hasil tambang, 
zakat investasi dan zakat profesi. Penjelasannya sebagai berikut : 
                                                          
8
 Rahmawati Muin, Manajemen Zakat (Samata : Alauddin University Press, 2011), h. 12-17 
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a. Zakat Hasil Pertanian 
Hasil pertanian yang dimaksud adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai 
makanan pokok dan tidak busuk jika di simpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, 
yaitu : jagung, beras dan gandum. Sedang dari jenis buah-buahan, misalnya kurma 
dan anggur. Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib 
dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi persyaratan.  
Hal ini berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Sebagaimana terdapat dalam Qs. 
Al-Baqarah/2 :267. 
                            
                       
        
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
9
 
 
Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari 
hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan 
kalimat “sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan 
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pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan adalah yang terbaik, bukan 
yang jelek apalagi yang sangat jelek.  
Berkaitan dengan kewajiban menunaikan zakat untuk hasil pertanian, selain 
ayat Al-Qur’an di atas terdapat juga dalam hadits. Sebagaimana sabda Rasulullah 
saw. yang berbunyi : 
 َغْلاَو َراَه َْنْلْا َتَقَس اَمْيِف ْي  م  ْلا ْشع َر  َو  ِف ْي َم َس ا ِق  ي  ِب  سلا ِقا ْي ِه  ِن ْص  ف  َعلا َش َر  
Artinya : 
Pada apa-apa yang di siram dengan air sungai dan hujan sepersepuluh dan apa-
apa yang di siram dengan pengairan (irigasi), maka zakatnya seperlima. (HR. 
Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasa’i dan Abu Dawud). 
 
Hadits di atas menunjang diwajibkannya zakat hasil pertanian dengan 
menegaskan bahwa kadar yang harus dikeluarkan jika air hujan adalah 10 persen, 
namun jika di airi atau dengan irigasi maka kadar zakatnya adalah 5 persen. 
b. Zakat Hewan Ternak 
Hewan ternak termasuk bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 
Namun demikian tidak semua hewan ternak dapat dizakati. Para ulama sepakat 
bahwa hewan ternak yang termasuk bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan 
zakatnya ada tiga (3) jenis yaitu : unta, sapi, kambing/domba. Hal ini didasarkan pada 
sabda Rasulullah saw. yang artinya : 
Tiada seorang laki-laki yang mempunyai unta, lembu atau kambing yang tidak 
diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat 
dalam keadaan lebih gemuk dan lebih besar dari masa di dunia, lalu ia 
menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan 
tanduk-tanduknya. Setiap selesai binatang-binatang itu melakukan hal itu, ia 
21 
 
 
kembali lagi melakukannya dan demikian terus-menerus sehingga Allah selesai 
menghukum para manusia. (HR. Bukhari dan Muslim) 
 
Hadits di atas menegaskan kewajiban mengeluarkan zakat dari hewan ternak 
unta, sapi dan kambing. Dari tiga hewan ternak yang wajib dizakati hendaknya ternak 
yang tunaikan zakatnya adalah hewan yang digembalakan, artinya makan rumput 
yang tidak terlarang dalam sebagian besar masa setahun itu. Dan tidak dipekerjakan, 
artinya sapi atau kerbau yang digunakan untuk membajak sawah atau untuk menarik 
gerobak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 
Selain ketiga jenis hewan ternak di atas, terjadi perbedaan pendapat 
dikalangan para ulama tentang hewan ternak seperti kuda. Menurut Abu hanifah, 
kuda termasuk bagian hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut 
imam Syafi’i dan Maliki, kuda tidak wajib dizakati, kecuali kalau telah merupakan 
barang dagangan.
10
  
Ketentuan-ketentuan pembagian zakat ternak diperincikan masing-masing 
sebagai berikut : 
1) Ketentuan Pembagian Zakat Unta 
Syarat wajib zakat unta antara lain telah mencukupi nisab (ukuran jumlah). 
Adapun nisab hewan ternak unta adalah lima ekor dengan perincian pada tabel 
sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 
Ketentuan Pembagian Zakat Unta 
 
Jumlah 
(1) 
Ketentuan Wajib Zakat 
(2) 
1-4 ekor Tidak dikenakan zakat 
5-9 ekor 1 ekor kambing 
10-14 ekor 2 ekor kambing 
15-19 ekor 3 ekor kambing 
20-24 ekor 4 ekor kambing 
25-35 ekor 1 ekor bintu makhad 
36-45 ekor 1 ekor bintu labun 
46-60 ekor 1 ekor hiqqah 
61-75 ekor 1 ekor jadza’ah 
76-90 ekor 2 ekor bintu labun 
91-120 ekor 2 ekor hiqqah 
121-129 ekor 3 ekor bintu labun 
130-139 ekor 1 ekor hiqqah dan bintu labun 
140-149 ekor 2 ekor hiqqah dan 2 bintu labun 
150-159 ekor 3 ekor hiqqah 
160-169 ekor 4 ekor bintu labun 
170-179 ekor 3 ekor bintu labun, 1 ekor hiqqah 
180-189 ekor 2 ekor bintu labun, 2 ekor hiqqah 
190-199 ekor 3 ekor hiqqah, 1 ekor bintu labun 
200-209 ekor 4 ekor hiqqah 
210-219 ekor 4 ekor bintu labun, 1 ekor hiqqah 
220-229 ekor 3 ekor bintu labun, 2 ekor hiqqah 
230-239 ekor 3 ekor hiqqah, 2 ekor bintu labun 
240-249 ekor 4 ekor hiqqah 1 ekor bintu labun 
 
Penjelasan istilah : 
a) Bintu Makhad artinya unta yang sudah berusia 1 tahun dan memasuki tahun 
kedua. 
b) Ibnu Labun atau Bintu Labun artinya unta yang sudah berumur 2 tahun dan 
memasuki tahun ketiga. 
c) Hiqqah artinya untayang sudah berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat. 
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2) Ketentuan Pembagian Zakat Sapi 
Nisab Sapi adalah sebanyak 30 ekor dengan perincian dalam tabel sebagai 
berikut : 
Tabel 2.2 
Ketentuan Pembagian Zakat Sapi 
 
Jumlah Ketentuan Wajib Zakat 
1-29 ekor Tidak dikenakan zakat 
30-39 ekor 1 ekor tabi’i 
40-59 ekor 1 ekor musinnah 
60-69 ekor 2 ekor tabi’i 
70-79 ekor 1 ekor musinnah, 1 ekor tabi’i 
80-89 ekor 2 ekor musinnah 
90-99 ekor 3 ekor tabi’i 
100-109 ekor 1 ekor musinnah, 2 ekor tabi’i 
110-119 ekor 2 ekor musannah, 4 ekor tabi’i 
120-129 ekor 4 ekor musinnah, 4 ekor tabi’i 
 
Keterangan : 
a) Tabi’i dan Tabi’ah adalah sapi jantan dan sapi betina yang telah berusia satu 
tahun. 
b) Musinnah adalah sapi betina yang berusia 2 tahun. 
c) Setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah satu ekor tabi’i dan setiap 40 ekor sapi 
zakatnya adalah satu ekor musinnah. 
Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor, maka zakatnya di tambah dengan satu 
ekor sapi dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya ditambah dengan zakatnya 1 
ekor sapi berumur 2 tahun. 
3) Ketentuan Pembagian Zakat Kambing 
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Kambing menjadi wajib dikeluarkan zakatnya kalau telah mencapai nisab 
sebanyak 40 ekor. Adapun perinciannya pada tabel berikut : 
Tabel 2.3 
Ketentuan Pembagian Zakat Kambing 
 
Jumlah Ketentuan Wajib Zakat 
1-39 ekor Tidak dikenakan zakat 
40-120 ekor 1 ekor kambing 
121-200 ekor 2 ekor kambing 
201-300 ekor 3 ekor kambing 
301-400 ekor 4 ekor kambing, Dan seterusnya, 
dengan pertimbangan setiap 100 
ekor, zakatnya di tambah 1 ekor 
kambing. 
 
c. Zakat Emas dan Perak 
Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan 
karunia Allah swt. Ia merupakan hasil bumi yang banyak manfaatnya kepada 
manusia, sehingga dijadikan pula sebagai nilai tukar uang bagi segala sesuatu. 
Sementara syariat mengibaratkan emas dan perak sebagai suatu kekayaan alam yang 
hidup dan berkembang. Syariat juga telah membolehkan untuk digunakan dalam 
bentuk uang atau kepingan, bekas bejana, cendera mata, ukiran atau perhiasan.  
Berdasarkan hadits riwayat Abu dawud, nisab zakat emas adalah 20 misqal 
atau 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Terjadi perbedaan pendapat 
antara ulama, ada yang menyatakan 96 gram emas dan ada yang yang menyatakan 85 
gram emas, yang skarang banyak di anut oleh masyarakat adalah 85 gram emas. 200 
dirham perak sama dengan 595 gram perak. 
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Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak dan 
uang adalah Al-Qur’an Surah At-Taubah/9:35. 
                             
            
Terjemahnya : 
Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar 
dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) 
kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, 
Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.
11
 
 
Terdapat pula dasar hukum zakat emas dan perak dalam hadits dari Abu 
Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw, bersabda yang artinya : 
Setiap emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat 
dijadikan kepingan lalu di bakar dalam api neraka, kemudian diseterika rusuk 
dan belakang mereka, setiap kali kepingan itu menjadi sejuk, ia kembali di 
bakar semula pada hari yang ukurannya bersamaan dengan lima puluh ribu 
(50.000) tahun sehingga ia di hukum di antara hamba-hamba. (HR. Muslim). 
 
Ayat dan hadits tersebut menyatakan bahwa mengeluarkan zakat emas dan 
perak wajib hukumnya. Syara’ telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib 
dizakati adalah emas dan perak yang sampai nisabnya dan telah cukup setahun 
dimiliki dengan penuh nisabnya, terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati 
dari galian maka tidak disyaratkan cukup 1 tahun.  
d. Zakat Barang Dagangan 
Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas 
kepemilikan harta dari hasil jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang 
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diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT dan koprasi. 
Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak 
kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. 
Nisab barang dagangan adalah senilai harga 96 gram emas, dengan kadar zakat 2,5 
%, nisab tersebut di hitung pada akhir tahun. 
Kewajiban zakat harta perdagangan ini bedasarkan nash Al-Qur’an yang 
bersifat umum yaitu Qs. Al-Baqarah/2 :267. 
                            
                       
        
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
12
 
 
Ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah 
wajib. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “sebagian dari 
apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat 
tersebut bahwa yang akan dikeluarkan adalah yang terbaik, bukan yang jelek.Syarat 
umum dari zakat harta perdagangan adalah adanya nisab, sudah satu tahun (cukup 
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haul), dan bebas dari hutang. Sedangkan syarat praktisnya adalah adanya niat 
memperdagangkan harta dagangan dan niat untuk memperoleh penghasilan. 
e. Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang 
 Para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang 
(ma’din) dan barang temuan (rikaz). Rikaz menurut Jumhur Ulama adalah harta 
peninggalan yang terpendam dalam bumi atau di sebut harta karun. Sedangkan 
ma’din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah swt. dalam perut bumi, baik 
padat, maupun cair seperti : emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi dan sulful. Rikaz  
tidak disyaratkan mencapai haul, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat 
didapatkan. Kadar zakat rikaz  yaitu seperlima (20%). 
Kewajiban zakat atas rikaz dan ma’din juga didasarkan hukumnya pada 
keumuman nash dalam Qs. Al-Baqarah/2 : 267. 
                            
                       
        
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
13
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Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari 
hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan 
kalimat “sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan 
pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan adalah yang terbaik, bukan 
yang jelek. 
f. Zakat Investasi 
Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh 
dari hasil investasi, misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan. Hal ini 
dilakukan oleh suatu perusahaan, jika ia memiliki surplus anggaran untuk membiayai 
kegiatan pokoknya. Investasi jangka panjang dapat berupa investasi surat-surat 
obligasi dan real estate. 
Mengeluarkan zakat investasi dihitung berdasarkan pemasukan hasil bukan 
dari segi haul. Harta investasi yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil pemasukan dari 
investasi itu setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Adapun nisab zakat investasi 
mengikuti nisab zakat pertanian. 
g. Zakat Penghasilan (Zakat Profesi) 
Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa 
ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat penghasilan atau zakat profesi biasanya di 
sebut dengan Al-Mal Mustafad, yang termasuk dalam kategori zakat Al-Mustafad 
adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti : gaji 
pegawai/ swasta, konsultan, dokter dan lain-lain.  
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Wajib zakat profesi tidak disyaratkan sampai 1 tahun akan tetapi dizakati pada 
waktu menerima pendapatan tersebut. Ukuran nisabnya adalah 85 gram emas murni 
dan kadar zakatnya adalah 2,5% dengan waktu zakat setiap mendapat penghasilan. 
Kewajiban zakat ini juga didasarkan pada keumuman nash Qs. Al-Baqarah/2 : 267. 
                            
                       
        
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
14
 
 
Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari 
hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan 
kalimat “sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan 
pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan adalah yang terbaik, bukan 
yang jelek. 
5. Kelompok Penerima Zakat 
Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan oleh Allah di 
dalam Al-Qur’an, dapat di lihat dalam surah At-Taubah/9 : 60. 
                                                          
14
 Departemen Agama RI,  Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, h. 45. 
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                        
                        
     
Terjemahnya : 
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
15
 
 
Allah swt. menegaskan dalam ayat di atas bahwa orang-orang yang berhak 
menerima zakat terdapat 8 golongan sebagai berikut :  
1. Al-Fuqara’ (Orang-Orang Fakir) 
2. Al-Masaakiin (Orang-Orang Miskin) 
3. Al-Aamiliin (Pengurus Zakat) 
4. Al-Muallafati Quluubuhum (Orang Yang Baru Masuk Islam) 
5. Ar-Riqaab (Memerdekakan Budak) 
6. Al-Ghaarimiin (Orang Yang Berhutang) 
7. Sabilillah (Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah) 
8. Ibnu Sabil (Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan) 
Penjelasan dari delapan (8) golongan yang berhak menerima zakat di atas, di 
uraikan sebagai berikut : 
a. Al-Fuqara’ (orang-orang fakir) 
                                                          
15
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, h. 196. 
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Orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai pekerjaan tetapi 
penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi setengah dari 
kebutuhannya.  
b. Al-Masaakiin (orang-orang miskin) 
Orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari apa yang dipunyai orang 
fakir atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya bisa menutupi 
setengah dari kebutuhannya. 
c. Al-Aamiliin (pengurus zakat) 
Orang yang di beri tugas untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan 
membagikannya kepada mustahiq. 
d. Al-Muallafati Quluubuhum 
Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam 
yang imannya masih lemah.  
e. Ar-Riqaab (Memerdekakan Budak) 
Budak yang di beri kesempatan untuk berusaha membebaskan dirinya dari 
tuannya dengan membayar ganti rugi. Mencakup juga untuk melepaskan Muslim 
yang di tawan oleh orang-orang kafir. 
f. Al-Ghaarimiin (orang yang berhutang) 
Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan 
tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk kemaslahatan 
umat Islam, di bayarkan hutangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 
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g. Sabilillah (Jalan Allah) 
Untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin 
ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan 
umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.  
h. Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) 
Orang-orang bepergian (musfir) untuk melakukan suatu hal yang baik atau 
ketaatan kepada Allah swt. dan diperkirakan tidak dapat mencapai tujuannya jika 
tidak di bantu. 
6. Unit Pengumpul Zakat 
Terdapat beberapa Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Gowa antara lain : 
a. Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
b. PT. Bank Negara Indonesia 
c. Kepala Dusun dari masing-masing wilayahnya 
d. Mesjid Agung sebagai Masjid Raya di Kabupaten Gowa 
 
B. Konsep Pajak 
 
1. Pengertian Pajak 
Pengertian pajak menurut P.J.A. Andriani, di kutip oleh Apriliana adalah : 
Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang 
menurut peraturan perUndang-Undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang 
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langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 
sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
16
 
 
Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak dan 
pajak pendapatan yang di kutip oleh Apriliana : 
Pajak adalah iuran rakyat kepada penguasa negara berdasarkan Undang-Undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. 
 
Secara konstitusional pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang 
sah dan dikukuhkan dalam UUD 1945 pasal 23A, yang menyebutkan bahwa, pajak 
dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan 
Undang-Undang. 
2. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak yang selama ini di kenal dan diterapkan dalam 
pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Pajak yaitu : 
official assessment system, semi self assessment system, self assessment system, dan 
withholding system
17
. Maksud dari Undang-Undang pajak di atas adalah sebagai 
berikut : 
a. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 
                                                          
16
 Apriliana, “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan 
Kena pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”,h. 31. 
17
 Farid Wajdi, “Kajian Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak Dalam Penghasilan Orang 
Pribadi di Indonesia”. Skripsi (Depok : Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 
2008),h. 45. 
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yang harus di bayar  (pajak yang terhutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini 
masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif menunggu dikeluarkannya suatu 
ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya hutang pajak seseorang baru diketahui 
setelah adanya surat ketetapan pajak. 
b. Semi Self Assesment system adalah suatu sistem pemungutan  pajak yang hampir 
sama dengan official assessment system. Tapi dalam sistem ini setiap awal tahun 
Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun 
berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. 
Kemudian pada akhir tahun pajak, fiskus menentukan besarnya utang pajak yang 
sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. 
c. Self Assessment System  adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan 
melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang 
aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak 
yang terhutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang 
berlaku. 
d. Witholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak 
yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor 
dan melaporkan kepada fiskus. Pada sistem ini  fiskus dan Wajib Pajak tidak 
aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau 
pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. 
35 
 
 
3. Pajak Penghasilan 
Salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh Wajib Pajak adalah pajak 
penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak 
atas penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula 
dikenakan pajak untuk panghasilan dalam bagian tahun pajak, jika kewajiban pajak 
subjektifnya di mulai atau berakhir dalam tahun pajak
18
. Oleh karena pajak 
penghasilan melekat pada subjeknya maka ia termasuk pajak subjektif. Subjek pajak 
akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Di dalam 
Undang-Undang subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan ini di 
sebut sebagai Wajib Pajak. Kewajiban membayar pajak bagi subyek pajak di mulai 
saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Berikut ini 
penggolongan Wajib Pajak : 
a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), subjek pajaknya adalah individu sebagai 
orang pribadi. WPOP dikategorikan menjadi dua, yaitu : 
1) WPOP yang mempunyai penghasilan dengan melakukan kegiatan usaha dan 
atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau bekerja pada 
satu atau lebih pemberi kerja. WPOP ini wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) 1770 pada tiap tahun pajak. 
2) WPOP yang mempunyai penghasilan dengan tidak melakukan kegiatan usaha 
dan atau pekerjaan bebas dan bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja. 
                                                          
18
 “Pajak Penghasilan”, Wikipedia the free Encyclopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/ 
Pajak_Penghasilan (16 Agustus 2014). 
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WPOP ini wajib menyampaikan SPT 1770 S pada tiap tahun pajak. Namun 
jika Wajib Pajak dengan jumlah penghasilan bruto setahun tidak lebih dari 
Rp. 48.000.000 menggunakan SPT 1770 SS. 
b. Wajib Pajak Badan, subjek pajaknya adalah badan yang didirikan atau bertempat 
kedudukan di Indonesia, ataupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau menerima penghasilan dari 
Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT 
di Indonesia. 
4. Syarat Pemungutan Pajak 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 
terlebih dahulu harus memenuhi syarat - syarat pemungutan pajak, yaitu sebagai 
berikut : 
a. Adil (Syarat Pajak Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-
undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan 
memberikan hak bagi si wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran, 
penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan 
Pajak. 
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b. Berdasarkan undang-undang (Syarat Pajak Yuridis) 
Syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, oleh 
karenanya di Indonesia dimuar dalam UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan 
hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara. 
c. Tidak Menggangu Perekonomian (Syarat Pajak Ekonomis) 
Salah satu syarat pemungutan pajak ialah tidak boleh mengganggu kelancaran 
kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
d. Efisien (Syarat Pajak Finansial) 
Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus efisien sesuai dengan 
fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah 
dari hasil pemungutannya. 
e. Sederhana 
Salah satu dari Syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya harus 
sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakan dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi oleh undang-undang 
perpajakan yang baru.
 19
 
 
 
 
                                                          
19
  Sri Andriani dan Fatha Fathya, ”Zakat Sebagai pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan 
Amil Zakat”,UIN Maulana Malik Ibrahim , vol. 4 (Februari 2013) : h. 19.http://www.google.com/ 
repository.usu.ac.id/bitstream/Chapter.pdf 
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5. Jenis Penghasilan 
Penghasilan dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu Taxable Income, Non 
taxable Income dan penghasilan yang di potong pajak final.
20
 Penjelasan dari ketiga 
macam penghasilan tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Taxable Income, yaitu penghasilan yang dapat dijadikan objek untuk dikenakan 
pajak. 
b. Non Taxable Income, yaitu penghasilan yang tidak dapat dijadikan objek untuk 
dikenakan pajak. Dalam hal penghasilan yang diperoleh mustahiq atas dana zakat 
yang di pungut dan disalurkan oleh LAZ termasuk dalam non taxable income. 
c. Penghasilan yang di potong pajak final, di atur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu : 
(1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 
surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 
kepada anggota koperasi orang pribadi.(2) Penghasilan berupa hadiah undian. 
(3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 
derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang di terima 
oleh perusahaan modal ventura. (4) Penghasilan dari transaksi pengalihan 
harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real 
estate, dan persawahan tanah dan atau bangunan. (5) Penghasilan tertentu 
lainnya. 
 
6. Unit Pengumpul atau Pemotong Pajak 
Terdapat beberapa pihak pemungut atau pemotong pajak, diperinci sebagai 
berikut : 
                                                          
20
 Apriliana, “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan 
Kena pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”,h. 32. 
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a. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP 
orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang 
dilakukan. Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh 
perusahaan pemberi kerja. WP berbentuk badan ditunjuk oleh UU Perpajakan 
sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada 
karyawannya maupun yang bukan karyawannya. WP orang pribadi dapat juga 
ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang ada penunjukannya dari KPP 
tempat WP orang pribadi terdaftar. 
b. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang 
(seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah), 
impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan 
barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan PPh Pasal 22 meliputi 
pemungutan atas: (1) pembelian barang oleh instansi Pemerintah; (2) ;kegiatan 
impor barang; (3) produksi barang-barang tertentu misalnya produksi baja, 
kertas, rokok, dan otomotif; (4) pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri 
atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, 
perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul; (5) Pemungutan 
PPh atas penjualan atas barang yang tergolong mewah. WP dapat ditunjuk 
sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau dapat juga sekaligus sebagai pihak yang 
dipungut PPh Pasal 22. 
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c. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan 
sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalty, sewa, dan jasa 
kepada WP badan dalam negeri, dan BUT. WP badan ditunjuk untuk memotong 
PPh Pasal 23, sedangkan WP orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh 
Pasal 23. Demikian sebaliknya, apabila WP menerima penghasilan yang 
merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan pemberi penghasilan (pemberi 
kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 23, maka atas penghasilan yang 
diterima akan dipotong PPh Pasal 23 oleh si pihak pemotong tersebut. 
d. Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan 
sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalty, hadiah dan 
penghasilan lainnya kepada WP luar negeri. WP baik orang pribadi maupun 
badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 26 atau sesuai dengan ketentuan Tax 
Treaty. 
e. Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pihak pemberi 
penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa 
tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dan lainnya. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, 
dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak 
penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat 
dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan. ;WP badan 
ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan WP orang pribadi 
tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2). Demikian sebaliknya, 
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apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 
4 ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong 
PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh 
Pasal 4 ayat (2) oleh si pihak pemotong tersebut. Namun, apabila Wajib Pajak 
menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak 
pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak 
tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut, misalnya dalam 
transaksi sewa atau penjualan property tanah dan/atau bangunan. 
f. Pemotongan PPh Pasal 15 adalah pemotongan Pajak penghasilan yang dilakukan 
oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu yang menggunakan 
norma penghitungan khusus. Wajib Pajak tertentu tersebut adalah perusahaan 
pelayaran atau penerbangan international, perusahaan asuransi luar negeri, 
perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, 
perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Wajib 
Pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15, sedangkan Wajib Pajak 
orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15. Demikian 
sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek 
pemotongan PPh Pasal 15 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga 
merupakan pemotong PPh Pasal 15, maka atas penghasilan yang diterima akan 
dipotong PPh Pasal 15 oleh pemotong. Namun, apabila Wajib Pajak menerima 
penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan 
42 
 
 
adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib 
menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut. 
g. Pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau 
pemungut yang ditunjuk (misalnya Bendahara Pemerintah) atas penyerahan 
barang dan/atau jasa kena pajak. PKP yang ditunjuk untuk memungut PPN dan 
PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) melebih Rp. 
600.000.000,00 setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan 
yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN 
dan juga PPnBM (bila barangnya yang diserahkan tergolong mewah) dari 
pembeli atau pemakai jasanya.
21
 
Dengan memahami mekanisme pembayaran pajak melalui 
pemotongan/pemungutan oleh pemberi penghasilan dan pemungutan PPN dan 
PPnBM oleh PKP, dapat memudahkan para Pemberi Penghasilan dan PKP untuk 
melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan pajak. 
 
C. Penghasilan Kena Pajak 
 
Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi 
dasar untuk menghitung pajak penghasilan
22
. Pendapatan kena pajak di atur dalam 
                                                          
21
  Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 
22
 “Penghasilan Kena Pajak”, Wikipedia the free Encyclopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/ 
Penghasilan_Kena_Pajak (20 Agustus 2014). 
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Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 
Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan. 
PKP di dapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya 
untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Apabila dalam 
menghitung PKP, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya untuk 
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan di dapat kerugian maka kerugian 
tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai 
dengan berturut-turut lima tahun. 
Pengenaan Zakat untuk WPOP sebagai pengurang penghasilan Kena Pajak, 
hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 
Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Pajak.  
Formal pengenaan zakat yang digunakan untuk WPOP jika dikurangkan dari 
PKP. dirincikan dalam tabel sebagai berikut : 
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Table 2.4 
Formal Pengenaan Pajak dan Zakat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 
 
Gaji satu bulan 
Tunjangan istri/anak 
Tunjangan perumahan 
Tunjangan pendidkan anak 
Tunjangan jabatan 
Tunjangan transport 
Jaminan kecelakaan kerja 
Jaminan kematian 
Jaminan pemelihara kesehatan 
 
Penghasilan Bruto (PB) 
Pengurang 
Biaya Jabatan (5%xPB) 
Iuran Pensiun 
Iuran THT 
 
Penghasilan neto sebulan 
Penghasilan neto setahun 
(-) Zakat Ph (2,5%xPB setahun) 
(-) PTKP 
 
PKP 
PPh 21 terhutang setahun 
(PKP x tarif pasal 17) 
Rp. XXX 
       XXX 
       XXX 
       XXX 
       XXX 
       XXX 
       XXX 
       XXX 
       XXX 
 
 
 
Rp. XXX 
       XXX 
       XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp. XXX 
 
 
 
 
Rp. XXX 
 
Rp. XXX 
Rp. XXX 
Rp. (XXX) 
Rp. (XXX) 
 
Rp. XXX 
Rp. XXX 
 
Sumber : Skripsi Apriliana, 2010 : 44 
 
Tabel 2.1 di atas menggambarkan cara menghitung pengenaan pajak dan zakat 
WPOP untuk mendapatkan bukti atau hasil diterapkannya zakat sebagai pengurang 
Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
Pengenaan Zakat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dikurangkan dari 
Penghasilan Kena Pajak, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 
Tentang Pengelolaan Zakat.  
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Untuk penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun sesuai dengan pasal 7 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 2.3 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
 
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Rp. 15.840.000 Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 
Rp.   1.320.000 Tambahan untuk Wajib Pajak menikah 
Rp. 15.840.000 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung 
dengan penghasilan suami 
Rp.   1.320.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang 
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk 
setiap keluarga. 
Sumber : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 
 
Tabel 2.3 di atas berisi tentang besarnya jumlah penghasilan yang tidak kena 
pajak (PTKP) dan aspek-aspeknya.  Selain Penghasilan Tidak Kena Pajak, tarif pajak 
juga berpengaruh dalam perhitungan Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena 
Pajak, maka perlu di uraikan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Rinciannya dapat dilihat dalam  
tabel sebagai berikut : 
 Tabel 2.4  
Tarif Pajak Pasal 17 
 
Lapisan PKP Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp. 50.000.000  5% 
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000 15% 
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 25% 
Diatas Rp. 500.000.000 30% 
Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
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Tabel 2.3 adalah tarif pajak yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena 
Pajak dalam menghitung pajak secara umum maupun pajak sebagai pengurang 
Penghasilan Kena Pajak. 
 
D. Pajak dalam Pandangan Islam 
 
Menurut Ilfi yang di kutip oleh Sri Andriani dan Fatha Fathya pada jurnalnya 
bahwa dalam peradaban Islam di kenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan 
masyarakat dan kemakmuran negara yaitu Lembaga Zakat dan Lembaga Pajak karena 
sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang 
mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau 
hukum Allah Swt. baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedangkan pajak 
berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri 
(pemerintah) menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.  
Sama halnya zakat yang merupakan rukun Islam, ummat Islam sejak abad 
pertama hijriyah telah mengenal pajak dengan sebutan kharaj (pajak hasil 
bumi/tanaman), sedang pajak dalam pengertian umum disebut dharibah. Dalam 
tradisi Islam pajak terdiri atas Kharaj  (pajak bumi/tanaman), Usyur  (pajak 
perdagangan/bea cukai), dan Jizyah (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup di 
dalam naungan negara/pemerintahan Islam). Dengan demikian, jika ada pendapat 
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yang menyatakan bahwa pajak tidak ada dalam Islam, pendapat semacam itu 
memiliki landasan yang lemah
23
. 
Pajak memang tidak sama dengan zakat, namun membayar pajak yang 
dibebankan oleh Negara pada warganya bukan sekedar keharusan, tetapi merupakan 
kewajiban. Hal ini dikarenakan, taat pada ulul amri adalah kewajiban dengan catatan 
ulul amri yang taat pada ajaran Islam. Jika pemerintah mewajibkan pajak, maka 
sebagai warga Negara harus mentaatinya. Kemudian, solidaritas sesama muslim dan 
sesama manusia dalam kebaikan dan ketakwaan adalah sebuah kewajiban. Jika dana 
pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti pendidikan, 
rumah sakit, sarana transportasi, dan lainnya, maka wajib hukumnya membayar 
pajak.  
Berdasarkan hadits dari Fatimah binti Qais yang diriwayatkan Imam 
Turmudzi dari Nabi Saw, yang ditanya tentang zakat, maka Ia bersabda: 
“Sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban selain zakat”. Kewajiban selain zakat 
dalam hadits tersebut adalah kewajiban sosial lainnya yaitu berupa pajak, sedekah, 
infaq, hibah dan juga waqaf.  
Islam mengajarkan agar tidak hanya menunaikan zakat yang terbatas jumlah 
dan pemanfaatannya, tetapi juga menganjurkan membayar pajak, menunaikan 
                                                          
23
 Sri Andriani dan Fatha Fathya, ”Zakat Sebagai pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan 
Amil Zakat”,UIN Maulana Malik Ibrahim , vol. 4 (Februari 2013) : h. 16-17.http://www.google.com/ 
repository.usu.ac.id/bitstream/Chapter.pdf 
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sedekah, hibah dan juga infaq yang tak terbatas jumlahnya sesuai kemampuan yang 
dimiliki, dan pemanfaatannya pun juga sangat luas dan sangat fleksibel. 
 
E. Hubungan Antara Zakat Dengan Pajak 
 
Seperti dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, zakat dan pajak berkorelasi 
satu sama lain, namun keduanya berbeda dalam beberapa hal. Di antara titik 
persamaan antara zakat dan pajak adalah sama-sama bersifat memaksa, melibatkan 
pengelolaan dan tujuan kesejahteraan bersama. Seorang muslim yang mampu 
diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaannya melalui penyaluran zakat seperti 
dijelaskan dalam QS. At-Taubah/9 :103. 
                                            
      
Terjemahnya : 
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
24
 
 
Seperti telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat di atas bahwa sangat penting 
menunaikan zakat dan manfaatnya jika menunaikan zakat. Sebagaimana disebutkan 
bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan orang-orang yang menunaikan 
zakat. Kewajiban Zakat ini juga di kemukakan dalam sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa ketika banyak orang mengingkari kewajiban 
                                                          
24
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, h. 204. 
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zakat di zaman Abu Bakar As-siddiq, Beliau berkata : Demi Allah, saya akan 
memerangi orang yang memisahkan kewajban sholat dengan dengan kewajiban 
zakat. Sesungguhnya zakat itu hak yang terkait dengan harta. Demi Allah, jika 
mereka menolak mengeluarkan zakat unta yang biasa mereka tunaikan kepada 
Rasulullah Saw, pasti aku akan memeranginya, karena penolakan tersebut
25
. 
Seperti halnya zakat, pajak wajib dibayarkan kepada negara, dan di ancaman 
jika melanggar kewajiban tersebut. Ancaman tersebut dijelaskan dengan terperinci, 
mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan
26
. Adapun 
pengelolaan pajak, jelas harus  di atur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian 
pajak itu sendiri, yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk dan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum, berhubung dengan tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan
27
.  
Dimensi dari tujuan zakat dan pajak adalah  untuk menekan kesenjangan 
sosial ekonomi dalam masyarakat dan melakukan pemerataan harta kepemilikan 
                                                          
25
 Ahmad bin ‘Ali bin hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram min ‘Adillah al-‘ahkam (bairut : 
Dar al-Fikr, 2001), h.114 
26
 Muhammad Farid, “Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan : Dualisme Aturan Zakat dan 
Pajak di Indonesia”, STAIN Watampone, Vol. 18 No.1 (2012) : h. 20. http://www.jourlib.org/paper/ 
2512161#. 
27
 Sri Andriani dan Fatha Fathya, ”Zakat Sebagai pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan 
Amil Zakat”, h. 16-17.http://www.google.com/ repository.usu.ac.id/bitstream/Chapter.pdf 
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untuk kesejahteraan bersama
28
. Meski titik temu zakat dan pajak dapat ditelusuri dari 
penjelasan di atas, keduanya juga mengandung beberapa aspek perbedaan, yaitu pada 
sisi penamaan, dasar hukum dan sifat kewajiban. Dari segi penamaan, zakat berarti 
bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, dan berkembang. Artinya setiap harta yang 
dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang
29
. Sementara 
pajak, berasal dari kata dharibah yang secara etimologis berarti beban dan 
kadangkala diartikan pula dengan jizyah yang berarti pajak tanah (upeti) yang 
diserahkan oleh ahli zimmah (orang yang tetap dalam kekafiran tetapi tunduk pada 
aturan pemerintah Islam)
30
. Sementara itu, dari segi dasar hukum dan sifat kewajiban, 
zakat ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur’an dan Hadits Nabi yang bersifat qhath’i, 
sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut dan sepanjang masa.  
Menurut Yusuf al-Qardhawi yang di kutip oleh Muhammad Farid bahwa 
zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ia akan berjalan terus 
selama Islam dan ummat Islam ada di muka bumi ini. Seperti halnya shalat, zakat 
merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah dalam 
rangka taqarrub kepada Allah swt. karenanya memerlukan keikhlasan ketika 
menunaikannya, di samping sebagai ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang 
                                                          
28
 Sjechul Hadi Permono, ”Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam Rangka 
Pembangunan Nasional”, Disertasi,(Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), h. 119. 
29
 Muhammad Farid, “Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan : Dualisme Aturan Zakat dan 
Pajak di Indonesia”, h. 22. http://www.jourlib.org/paper/ 2512161 
30
 Bamz Al-Kindi, “Hubungan antara zakat dengan pajak meneurut pandangan Islam”(19 
Desember 2011), http://bamzalkindi.blogspot.com/2011/12/hubungan-zakat-dengan-pajak-
menurut.html. 
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sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ummat. Karena itu, dalam 
pembahasan fiqh, kajian zakat dimasukkan ke dalam bagian ibadah, bersama kajian 
tentang thaharah (bersuci), shalat, puasa, dan haji
31
. Berbeda dengan zakat, pajak 
ditentukan berdasarkan instrumen sekuler atau oleh pemerintah/negara yang diatur 
melalui Undang-Undang/peraturan pemerintah. Di Indonesia, hukum pajak 
bersumber dan berdasarkan pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara bersandarkan pada Undang-
Undang. 
1. Persamaan Zakat dengan Pajak 
Berdasarkan penjelasan di atas, berikut diuraikan persamaan antara zakat 
dengan pajak : 
1. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan 
pajak, juga terdapat dalam zakat.  
2. Bila pajak harus di setor kepada negara, pusat maupun daerah, maka zakatpun 
demikian. Karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada 
pemerintah sebagai badan yang disebut LAZ atau BAZ. 
3. Pada ketentuan pajak tidak ada imbalan tertentu. Para wajib pajak 
menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh 
berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian 
pula dalam zakat, tidak memperoleh imbalan. Ia membayar zakat selaku 
                                                          
31
 Muhammad Farid, “Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan : Dualisme Aturan Zakat dan 
Pajak di Indonesia”, h. 23. http://www.jourlib.org/paper/ 2512161. 
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anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh lindungan, penjagaan dan 
solidaritas dari masyarakat. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong 
masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, 
kelemahan dan penderitaan hidup, juga menunaikan kewajibannya untuk 
menanggulangi kepentingan ummat Islam tanpa mendapat prestasi kembali 
atas pembayaran zakatnya. 
4. Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan ke masyarakat, 
ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat mempunyai 
tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas dari pada aspek-aspek 
tersebut.
32
 
2. Perbedaan Zakat dengan Pajak 
Setelah menguraikan persamaan zakat dengan pajak di atas, berikut diuraikan 
pula perbedaan zakat dengan pajak menurut beberapa ahli. 
1. Dari segi nama dan etiketnya 
Perbedaan antara zakat dan pajak sepintas lalu Nampak dari etiketnya, baik 
arti maupun kiasannya. Zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh dan berkah. 
Berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebab kata dharibah (pajak) di ambil dari 
kata dharaba yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Yaitu 
sesuatu yang harus dibayar, sesuatu yang menjadi beban. 
 
                                                          
32
 Apriliana, “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan 
Kena pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”,h. 45-46. 
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2. Dari segi hakikatnya 
Zakat adalah ibadah dan merupakan rukun islam sehingga pembayarannya 
tidak sah jika tidak diikuti dengan niat. Karena itu zakat tidak diwajibkan atas non-
muslim dan keabsahannya tidak tergantung pada niat penyetor.
33
 
3. Dari segi batas dan ketentuannya 
Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat, tak ada 
seorangpun boleh mengubah atau mengganti apa yang telah disyariatkan, maupun 
menambah atau mengurangi. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijakan 
dan kekuasaan penguasa baik mengenai objek, persentase, harga dan ketentuan 
lainnya termasuk ditetapkan dan dihapuskannya. 
4. Dari segi kelestarian dan kelangsungannya 
Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Adapun zakat 
tergntung pada situasi, kondisi perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan 
sehingga pemerintah dapat mengubahnya selagi diperlukan. 
5. Dari segi pengeluarannya 
Zakat mempunyai sasaran khusus yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. 
Sasarannya adalah kemanusiaan dan ke-Islaman. Sedangkan pajak dikeluarkan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara sesuai dengan ketetapan 
penguasa. 
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Teuku  Ibrahim H. Muslim, Hubungan Antara Zakat dan Pajak Sebagai Sumber Dana 
Kemasyarakatan (Jakarta : PT Bina Rena Pariwara, 1992), h. 173 
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6. Tujuan spiritual 
Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan 
yang luhur itu tersirat pada kata zakat yang terkandung didalamnya. 
Dari uraian di atas, ditemukan letak persamaan serta perbedaan antara zakat 
dan pajak yang keduanya adalah kewajiban. Bedanya zakat adalah kewajiban 
berdasarkan perintah langsung dari Allah Swt. Sedangkan pajak berdasarkan undang-
undang yang telah di buat oleh pemerintah, sejalan dengan kebutuhan dan 
kemaslahatan. Sisi persamaannya adalah keduanya sama-sama mempunyai nilai 
sosial sebagai realisasi prinsip tolong menolong, kerjasama, gotong-royong yang jika 
dilandasi dengan niat yang tulus akan mendapat pahala yang besar dari sisi Allah 
swt.
34
 
 
F. Kerangka Berpikir 
 
Seperti uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada bagian ini akan 
diuraikan beberapa hal yang dijadikan sebagai kerangka pikir atau landasan berpikir 
untuk kedepannya. Landasan yang akan lebih mengarahkan penulis untuk 
menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang 
telah dipaparkan sebelumnya. Berikut penulis uraikan landasan berpikir pada gambar 
di bawah ini : 
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Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah riset yang bersifat dekriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan 
pendekatan induktif. Proses dan makna (prespektif subyek) lebih ditonjolkan dalam 
penelitian kualitatif. 
Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjajahan terbuka 
berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai sacara 
mendalam. Responden di minta untuk menjawab pertanyaan umum dan menentukan 
persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang di bahas dan untuk 
menentukan arah penelitian. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara 
langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kesepakatan dari interview 
atau responden. 
2. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Kantor 
Kementrian Agama Kabupaten Gowa. Jl. K.H Agussalim No. 3 Sungguminasa-
Gowa. 
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B. Pendekatan Penelitian 
 
Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah Pendekatan Normatif dan 
Pendekatan Sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena isi penelitian 
banyak berkaitan dengan teks-teks Al-Qur’an, dan pendekatan sosiologis karena 
peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, 
kelompok dan lembaga. 
 
C. Sumber Data 
 
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut: 
1. Data Primer / Informan 
Data primer atau informan adalah data yang bersumber dari pihak instansi 
atau lembaga terkait yang di anggap relevan dengan tujuan penelitian melalui 
dokumentasi, observasi, wawancara dan kuisioner. Sebagai subjek penelitian yang 
dapat memberikan informasi atau data-data secara langsung yang berkaitan dengan 
objek penelitian. 
Dan yang menjadi informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Seksi Bimbingan Islam Kementerian Agama Kabupaten Gowa yang 
mengatur urusan-urusan agama Islam seperti Ibadah sosial, Pangan halal, 
Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan lain-lain. 
b. Kepala Keuangan Kementerian Agama Kabupaten Gowa, yang mengatur tentang 
gaji dan biaya-biaya terkait. 
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c. Bendahara Keuangan Kementerian Agama Kabupaten Gowa, yang mengatur 
keuangan yang dikenai zakat dan pajak. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penulusuran berbagai 
referensi yang terkait penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. 
Adapun data sekunder tersebut berupa dokumenter atau sumber-sumber tertulis. 
Seperti majalah, buku-buku, Koran, laporan penelitian dan sebagainya. Sumber 
sekunder ini diperlukan sebagai penunjang dalam memberikan informasi, keterangan-
keterangan, penjelasan-penjelasan, teori-teori dan lainnya yang bersangkutan dengan 
persoalan yang sedang diteliti.  
 
D. Metode Pengumpulan Data 
 
Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari 
data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.
1
 Observasi 
dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk 
mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu Penerapan Zakat 
sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementrian Agama. 
                                                          
1
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15 
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2. Dokumentasi  
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Hasil 
penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kridibel/dapat di percaya bila di 
dukung dengan dokumentasi.  
3. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 
keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang 
memberikan keterangan.
2
 Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur 
dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap 
mengetahui jelas keadaan/kondisi penerapan zakat di kantor Kementrian Agama 
Kabupaten Gowa. 
 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 
Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 
bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. 
Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data 
untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
                                                          
2
 Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. IV; 
Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73. 
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ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data
3
. Analisis data 
dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara 
terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan 
dari fenomena yang ada di lapangan.  
Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan 
proses pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model 
interaktif, yang terdiri dari komponen pokok berupa : 
1. Pengumpulan Data  
Peneliti mencatat semua data secara objektif tentang penerapan zakat yang 
dilakukan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gowa, terutama penerapan zakat 
sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dan hasil atau manfaat dari kegiatan 
penerapan zakat tersebut, sesuai dengan hasil yang didapatkan dari observasi dan 
wawancara di lapangan.  
2. Reduksi Data 
Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 
penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. 
Reduksi data dalam hal ini adalah setelah terkumpulnya data tentang penerapan zakat, 
maka peneliti harus mampu memilih yang sesuai dengan penelitian atau benar-benar 
akurat untuk disajikan. 
                                                          
3
 Erwin Aditya Pratama,”Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai 
Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang”. Skripsi (Semarang : 
Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 77-78. 
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3. Penyajian Data 
Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Penyajian-penyajian yang diamksud meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, 
dan bagan. Semuanya di rancang guna menggabungkan informasi yang tersusun 
dalam suatu bentuk yang padu dan mudah di raih, dengan demikian seorang 
penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik 
kesimpulan yang ataukah terus melangkah melakukan analisis menurut saran yang 
dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Dalam penelitian 
ini, data tentang penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang 
telah di reduksi, dijadikan sebuah grafik, bagan dan sebagainya yang dijelaskan 
sebaik mungkin agar mudah di mengerti.  
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi  
Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan 
data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan 
penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang di angkat dalam 
penelitian. Dari reduksi dan penyajian data tentang penerapan zakat sebagai 
pengurang Penghasilan Kena Pajak, maka di lakukan tindakan, apabila data tersebut 
telah sesuai dengan subjek dan objek penelitian yang diinginkan maka dilakukan 
tindakan penarikan kesimpulan, namun jika pada data yang telah disajikan masih 
belum sesuai dengan subjek dan objek penelitian maka dilakukan tindakan verifikasi. 
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Keempat komponen tersebut di atas saling mempengaruhi dan terkait. Mulai 
dari peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau 
observasi yang di sebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan 
banyak maka diadakan reduksi data atau pemilihan, setelah di reduksi kemudian 
diadakan penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka 
diambil kesimpulan. 
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BAB IV 
PENERAPAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA 
PAJAK DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA 
 
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian 
 
1. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
Pada tanggal 24 sampai 28 Nopember  1945 kurang lebih setelah proklamasi 
kemerdekaan, di gedung Fakultas Kedokteran Salemba Jakarta diadakan sidang KNIP 
(Komite Nasional Indonesia Pusat) yang dihadiri oleh Presiden Soekarno, Wakil 
Presiden Muhammad Hatta dan Para Menteri serta utusan / anggota-anggota KNIP 
seluruh jawa. 
Sidang KNIP tanggal 26 Nopember 1945 utusan-utusan KNIP dari daerah 
Keresidenan Banyumas yang terdiri KH. Abu Dardiri, KH. Moh Saleh Sarnidy dan 
M. Soekoso Wirjosaputro, semuanya dari Masumi mengusulkan agar dalam negara 
Indonesia yang sudah merdeka ini, hendaknya jangan urusan agama hanya dilakukan 
sambil melakukan tugas Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebidangan atau 
Departemen-Deprtemen lainnya, tetapi hendaknya di urus oleh suatu Departemen 
Agama tersendiri. Usulan demikian mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-
tokoh Islam yang duduk dalam KNIP, antaranya Muhammad Natsir, maka tanpa 
melalui pemungutan suara Presiden memberikan isyarat persetujuan kepada Wakil 
Presiden. Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri menyatakan adanya Departemen 
Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. 
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Pembentukan Departemen Agama dalam kabinet Syahrir ditetapkan dengan 
penetapan pemerintah No. 1/5. Tanggal 3 januari 1946 (29 Muharram 1314 H) Yang 
berbunyi Presiden Republik Indonesia mengingat usul perdana Menteri di bidang 
Pekerja Komite Nasional Pusat memutuskan mengadakan Departemen Agama. Tepat 
pada tanggal  3 januari 1946  diumumkan bahwa departemen agama didirikan 
tersendiri dengan Menteri Agama H.M. Rasyid BA. 
Tahun 1950 dengan penetapan Menteri Agama No. 1/3 tahun 1950, 
Departemen Agama tingkat pusat, terbentuk Jawatan Pendidikan Agama, Jawatan 
Penerangan Agama. Jawatan Urusan Agama (sebelumnya Jawatan Agama) dan Biro 
Pendidikan Agama, serta kantor–kantor perwakilan Departemen Agama di daerah-
daerah. Penetapan pemerintah nomor 5/D tahun 1946 tentang pengalihan tugas-tugas 
keagamaan dari berbagai departemen kepada Departemen Agama yang dilaksanakan 
pada tanggal 12 maret 1946 di mulai dengan ditunjuknya secara berturut-turut : (1) 
H.M. Rasyid BA (2) KH. Faturrahman Kafrawi (3) KH. Wahid Hasyim (4) K.M. 
Masykur (5) KH. Fakih Usman (6) KH.Mohammad Ilyas (7) Wahib Wahab (8) KH. 
Syaifuddin Alamsyah Ratu Perwira Negara (12) H. Munawir Sjadzali, MA (13) DR. 
H. Tarmizi Taher (14) Prof. DR. H.M Qurais Shihab, MA (15) Prof. DR. H. M. Said 
Agil Husain Al-Munawar, MA (18) M. Maftuh Basyuni, SH, SE (19) KH. 
Suryadarma Ali dan (20) H. Lukman Hakim Saifuddin yang sekarang menjabat. 
Sebelum terbentuk Departemen Agama Kabupaten Gowa, maka kegiatan 
keagamaan dilaksanakan oleh Kadi Gowa dalam hal ini di jabat H. Mansyur Daeng 
Limpo beliau berfungsi sebagai Kadi yang disebut sebagai Julu Empona Karaenga, 
65 
 
 
selanjutnya di bentuk perwakilan Departemen Urusan Agama yang dikepalai secara 
berturut-turut oleh (1) KH. Abdullah Musa Dg Nai tahun 1958-1970. (2) H. Muh Ali 
Mabham Dg Tojeng tahun 1970-1974. (3) Abd. Rahman dg Sija tahun 1974-1980 (4) 
Drs. KH. Abu Bakar Paka Dg Tojeng tahun 1980-1990 (5) Drs, H. Basyir Situju 
tahun 1993-1998 (6) Drs. KH. Abu Bakar Paka Dg Tojeng tahun 1993-1998 (7) Drs. 
H. Mukminin Gaffar, MM, tahun 1998-2004 (8) Drs. H.M Ahmad Muhajir AF, M.H 
tahun 2004-sekarang. 
Kegiatan pembangunan keagamaan dalam wilayah Kabupaten Gowa 
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Berbagai 
upaya untuk peningkatan kualitas manusia dan keseluruhan aspek kehidupannya telah 
dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Termasuk pembangunan sektor agama, 
yang memiliki posisi dan peran mendasar sebagai landasan etika, moral dan spiritual 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat 
sejahtera dan bahagia yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Keberadaan Departemen Agama Kabupaten Gowa adalah salah satu instansi 
pelaksana pembangunan di Kabupaten Gowa sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan tugas-tugas pembangunan di bidang 
Keagamaan, yang dapat menjadi acuan bagi seluruh aparat Departemen Agama 
Kabupaten Gowa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, sekaligus menjadi tolak 
ukur dalam pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan. 
Pada tahun 2010 terjadi perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi 
Kementerian Agama sesuai dengan ketetapan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang 
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pembentukan dan organisasi Kementerian Negara. Ditindaklanjuti dengan peraturan 
Menteri Agama No.1 tahun 2010 tanggal 28 januari 2010 yang menetapkan 
perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. 
2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
a. Visi Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Gowa yang maju, mandiri, sejahtera dan 
saling menghargai nilai agama sebagai landasan moral, spiritual dalam 
berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 
b. Misi Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
1) Meningkatkan kualitas kehidupan ummat beragama. 
2) Meningkatkan kualitas kerukunan ummat beragama. 
3) Meningkatkan pembinaan kualitas pendidikan. 
4) Meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah. 
5) Meningkatkan penataan administrasi perkantoran. 
 
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
a. Tugas Pokok Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
Tugas pokok Kementerian Agama Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum 
dalam keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata 
kerja Kantor Wilayah Kementerian agama provinsi dan kantor Departemen Agama 
Kabupaten (disempurnakan). Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten 
Gowa berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Sulawesi Selatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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b. Fungsi Kementerian Agama Kabupaen Gowa 
1) Perumusan visi, misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan 
bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten Gowa. 
2) Pembinaan, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat wakaf, 
pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan 
agama dan pendidikan agama. 
3) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan 
informasi keagamaan, 
4) Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan ummat beragama. 
5) Pengkoordinasian perencana, pengendalian dan pengawasan program. 
6) Pelaksanaan hubungan dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama 
di Kabupaten Gowa. 
4. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Gowa  
Struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Gowa berbentuk 
organisasi line (garis) yang mana hubungan garis antara bagian yang lainnya masing-
masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksankan tujuan 
organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan, mengkoordinasi dan mengendalikan 
berbagai kegiatan yang ada di level bawah. 
Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa sesuai 
dengan peraturan Kementerian Agama Nomor  373 Tahun 2002.  
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi 
 
 
Struktur organisasi diatas, dimulai dari pihak tertinggi kepada pihak 
bawahannya dan seterusnya. Maksudnya pihak teratas mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab kepada pihak dibawahnya dan sebaliknya, pihak dibawah 
mempunyai hak dan kewajiban terhadap pihak diatasnya. 
5. Lambang Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
Gambar 4.2 
Lambang Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
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a. Isi Lambang Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
1) Bintang terletak di ujung pertemuan tangkai padi dan kapas. 
2) Tangkai kapas dan padi yang melingkar terdapat 17 kuntum bunga kapas dan 
45 butir padi. 
3) Delapan baris tulisan pada dua permukaan lembaran kitab suci. 
4) Kitab suci di atas alas terletak di tengah-tengah lambang. 
5) Semboyan “Ikhlas Beramal” ditulis dalam pita di bawah kitab suci. 
b. Warna Lambang Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
1) Dasar berwarna hijau tua 
2) Bintang berwarna kuning emas 
3) Bunga kapas berwarna hijau putih 
4) Delapan baris tulisan dalam kitab suci berwarna hitam 
5) Padi berwarna kuning emas 
6) Kitab suci berwarna kuning emas 
7) Alas kitab suci berwarna hitam 
8) Kalimat “Ikhlas Beramal” berwarna hitam 
9) Pita berwarna hitam (ganti putih, KMA No. 43/1982) 
10) Perisai segi lima sama sisi berwarna kuning 
c. Makna warna-warni dalam Lambang Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
1) Bintang bersudut lima yang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
dalam Pancasila, bermakna bahwa Karyawan Kementerian Agama selalu 
menta’ati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan 
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tugas Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila. 
2) 17 kuntum bunga kapas, 8 butir tulisan dalam kitab suci dan 45 butir padi 
bermakna Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Menunjukkan 
kebulatan tekad para Karyawan Kementerian Agama untuk membela 
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 
pada tanggal 17 Agustus 1945. 
3) Butiran padi dan kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermana bahwa 
Karyawan Kementerian Agama mengemban tugas untuk mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. 
4) Kitab suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan yang serasi 
antara kebahagiaan duniawi dan ukhrowi, materiil, dan spirituil dengan ridho 
Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. 
5) Alas kitab suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan harus 
ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis 
dari kitab suci. 
6) Kalimat “Ikhlas Beramal” bermakna bahwa Karyawan Kementerian Agama 
dalam mengabdi kepada masyarakat dan Negara berlandaskan niat beribadah 
dengan tulus dan ikhlas. 
7) Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi dimaksudkan bahwa kerukunan 
hidup antar umat beragama di negara Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. 
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8) Kelengkapan makna lambang Kementerian Agama melukiskan Motto : 
“Dengan iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan 
mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Karyawan Kementerian 
Agama bertekad bahwa mengabdi kepada Negara adalah ibadah. 
 
B. Ketentuan Zakat dalam Undang-Undang Perpajakan 
 
Reformasi peraturan perpajakan mengenai zakat dilakukan oleh pemerintah 
untuk mendorong wajib pajak dan muzakki agar dapat menunaikan kewajiban 
membayar pajak penghasilan dan zakat penghasilan dengan baik. Untuk 
mengatasinya pemerintah telah melakukan integralisasi antara kewajiban pajak dan 
zakat. Pada Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Pajak penghasilan telah mengkomodir zakat bahwa : 
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam 
dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikunrangkan dari harta yang 
dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, kecuali sumbangan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf I sampai m serta zakat 
yang di terima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang di 
bentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang 
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang di terima 
oleh lembaga keagamaan yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah. 
 
Termaktub pula dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 
1999 Tentang pengelolaan Zakat menyatakan bahwa : 
Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil 
Zakat dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib 
pajak yang bersangkutan. 
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Dari kedua undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan zakat yang 
berlaku di Indonesia saat ini yaitu zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak 
(PKP). Selama ini di kalangan ummat islam beredar anggapan yang salah, bahwa 
membayar zakat dapat langsung mengurangi pajak yang akan di bayar. Namun 
sesungguhnya tidak, sebagaimana keputusan Dirjen pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 
bahwa : 
Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang 
pribadi dalam negeri pemeluk agama islam dan atau Wajib Pajak badan dalam 
negri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau 
Lembaga Amil Zakat yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah sesuai 
ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 
boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan 
neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya 
Penghasilan Kena Pajak. 
 
KEP di atas menegaskan kembali ketentuan yang di atur dalam Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang 
menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan dapat dikurangi dari penghasilan neto 
wajib pajak orang pribadi. Maksud wajib pajak orang pribadi yang membayar zakat 
penghasilan, zakat tersebut diperbolehkan menjadi deductible expense (dapat 
dijadikan biaya). Maka jika penghasilan neto seorang Wajib Pajak orang pribadi 
adalah Rp. 5.000.000 sedangkan Wajib Pajak tersebut telah menunaikan zakat sebesar 
1.000.000, pajak yang harus di bayar adalah Rp. 4.000.000 (Rp. 5.000.000-
1.000.000) dikalikan tarif progresifnya sebesar 5% yaitu 200.000. Jadi zakat bukan 
dapat langsung mengurangi pajak yang akan di bayar. 
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 Selanjutnya masih dalam KEP tersebut di atas dijelaskan bahwa penghasilan 
tersebut harus penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak 
penghasilan yang tidak bersifat final. Maka jika kita memperoleh penghasilan 
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 yaitu  :  
Penghasilan dari bunga deposito, bunga tabungan, hadiah, undian dan transaksi 
pengalihan harta, maka zakat atas penghasilan tersebut tidak dapat dijadikan 
sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.  
 
 Meskipun zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang Penghasilan 
Kena Pajak, namun bila di tinjau lebih dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008, maka untuk melaporkan zakat penghasilan sebagai pengurang Penghasilan 
Kena Pajak , Wajib Pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya 
komulatif yang harus dicantumkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan (SPT 
Tahunan PPh), diantaranya yaitu : 
1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam 
negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang 
dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Untuk persyaratan ini tidak sulit 
dipenuhi, karena memang kewajiban membayar zakat sudah dapat pasti hanya 
dilakukan oleh orang pribadi beragama Islam. Permasalahan akan timbul jika 
zakat tersebut dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki 
oleh beberapa orang. Karena dapat terjadi jika suatu badan dimiliki oleh 
beberapa orang dengan berbagai agama yang dianutnya. 
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2. Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat 
yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana yang di atur 
dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. 
Dari pembayaran zakat tersebut akan dibuatkan Nomor Pokok Waji Zakat 
(NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diberikan kepada muzakki dan 
nantinya digunakan sebagai bukti pengurang PPh. Namun dalam struktur 
masyarakat Indonesia, keberadaan amil zakat yang berada disekitar mereka 
sepertiLembaga amil Zakat yang di kelola masjid atau mushallah maupun 
yayasan swadaya masyarakat, jumlahnya lebih banyak daripada badan atau 
lembaga resmi pemerintah. Alhasil mereka lebih memilih Lembaga Amil 
Zakat yang berada dekat di sekitar mereka atau menyerahkan langsung ke 
yang berhak karena mudah menjangkaunya. Sehingga masih banyak wajib 
pajak yang belum memanfaatkan insentif pajak ini. 
3. Zakat yang dibayarkan adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang 
merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat 
final. Jadi jika kita membayar zakat atas penghasilan dari bunga deposito, 
hadiah undian, transaksi saham dan transaksi pengalihan harta maka zakat 
penghasilan yang kita bayarkan tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang 
pajak penghasilan. Sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 
ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak baru merupakan 
zakat penghasilan saja. Ini tidak berlaku untuk sejumlah jenis zakat. 
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C. Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak 
 
Kebijakan Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di atur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktur 
Jendral Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat 
dikurangkan dari Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak atas 
Pajak Penghasilan. 
Mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari 
sebuah ukuran akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut. Keberhasilan 
dalam pengelolaan zakat di tentukan dari strategi dan manfaat zakat bagi mustahiq.  
Keberhasilan pengelolaan zakat dapat dilihat dari adanya perubahan peran seseorang, 
dari yang awalnya menjadi mustahiq berdaya dan beralih menjadi seorang Muzzaki.  
Untuk merubah peran seseorang mustahiq dari yang di bantu menjadi yang 
membantu (muzzaki) dalam zakat ditentukan oleh strategi dan program 
pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola Zakat. Pengelolaan zakat menjadi 
suatu hal yang penting karena keberhasilan ini hanya dapat dicapai dengan pola 
pengelolaan zakat secara efektif produktif .  
Pengelolaan zakat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa muncul 
atas kesadaran sendiri dari pihaknya sebagai Muslim. Zakat yang di kelola adalah 
zakat penghasilan. Sebagai pemerintah, pengambilan zakat ini dilakukan oleh pihak 
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Kementerian Agama sebagai contoh untuk masyarakat dalam memenuhi atau 
menunaikan kewajiban kepada Allah swt. 
Kementerian Agama Kabupaten Gowa telah menerapkan kebijakan 
pemerintah tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sejak 
dikeluarkannya Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 
sebagaimana telah di ubah terakhir dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2011.  
Melaksanakan suatu tugas dari pimpinan atau pemerintah termasuk juga suatu 
kewajiban. Dan sebagai lembaga pemerintah, Kementerian Agama pasti 
mementingkan kemaslahatan ummat. Inilah alasan utama undang-undang tentang 
penerapan zakat sebagai pengurang pajak tersebut dilaksanakan oleh Kementerian 
Agama Kabupaten Gowa. 
Menurut Kepala Seksi Bimbingan Islam (BIMAS) yang telah di wawancarai 
oleh peneliti, Walaupun zakat dan pajak tidak dapat disamakan karena pajak adalah 
kewajiban dari negara sedangkan zakat adalah kewajiban dari Allah swt, tetapi dalam 
rangka untuk kebaikan ummat maka akan tetap dilaksanakan, lagi pula dalam hal ini 
tidak ada pihak yang akan dirugikan
1
. 
Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah 
disosialisasikan oleh kementerian agama dengan pengurus-pengurus zakat lainnya 
yang ada di wilayah kabupaten gowa. Hal ini terlihat dalam kegiatan “Orientasi 
                                                          
1
 Mujahid Dahlan (42 tahun), Kepala Seksi Bimbingan Islam kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 24 Februari 2015. 
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Pengurus UPZ” yang dilaksanakan oleh  Kementerian Agama Kabupaten Gowa. 
Dalam kegiatan ini pihak Kementerian Agama menghadirkan Ketua Majelis Ulama 
Kabupaten Gowa KH. Abubakar Paka sebagai pemateri fiqhi zakat, Kepala Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Gowa H. Jamaris sebagai pemateri kebijakan 
pemerintah dalam pengelolaan zakat dan Kepala Seksi Bimbingan Islam Kementerian 
Agama Kabupaten Gowa H. Mujahid Dahlan sebagai pemateri motivasi zakat. 
Orientasi pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini diikuti oleh oleh 25 orang UPZ 
dari beberapa instansi dan lembaga zakat di Kabupaten Gowa. 
1. Pemanfaatan Zakat di Kementerian Agama Kabupaten Gowa. 
Pemanfaatan zakat terbagi 2 aspek yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. 
Aspek sosial adalah menyalurkan dana zakat tersebut untuk kemaslahatan pribadi dan 
kemaslahatan umum. Sedangkan dalam segi ekonomi adalah bahwa harta berputar di 
antara masyarakat, dan bahwa zakat adalah daya dorong untuk perputaran harta benda 
dalam masyarakat dan menjadi salah satu sumber dana Baitul Mal.
2
 Atau dapat juga 
dikatakan aspek sosial adalah penyaluran dana zakat yang di bagi habis sedangkan 
aspek ekonomi adalah penyaluran dana zakat untuk suatu yang produktif. 
Pemanfaatan zakat di Kementerian Agama Kabupaten Gowa disalurkan 
dengan aspek sosial. Zakat yang telah dikumpulkan langsung dibagikan kepada 
golongan  penerima zakat yang berada di wilayah Kementerian Agama Kabupaten 
                                                          
2
 Syehul Hadi Permono, Sumber-sumber penggalian zakat (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992),h. 
34 
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Gowa, seperti : memberikan kepada panti asuhan, janda dan pihak-pihak yang kurang 
mampu lainnya. 
2. Perhitungan Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di 
Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
Perhitungan zakat dan pajak sangat mempengaruhi penghasilan, oleh karena 
itu perhitungan harus dipahami dengan benar. Berikut penulis uraikan perhitungan 
penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, sebagai contoh dari rata-
rata gaji pegawai di Kantor Kementerian Agama :  
Tuan A seorang muslim dan bekerja sebagai pegawai di Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Gowa mendapatkan gaji Rp. 4.500.000 tiap bulan. Ia tidak 
memiliki penghasilan lain dan belum menikah, sehingga perhitungan PPh pasal 21 
terhutang tahun 2014 adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.1 
Perhitungan Zakat dan Pajak di Kementerian Agama Kabupaten Gowa 
 
Penghasilan Bruto setahun 
(-)Biaya jabatan (5% x Ph Bruto) 
 
Penghasilan Neto Setahun 
(-) Zakat (2,5 % x Ph Bruto) 
 
Penghasilan Neto Setelah Zakat 
(-) PTKP (TK/0) 
 
PKP 
PPh 21 terutang (5% x PKP) 
 
Rp.      54.000.000 
Rp.        2.700.000 
 
Rp.      51.300.000 
Rp.        1.350.000 
 
Rp.      49.950.000 
Rp.      15.840.000 
 
Rp.       34.110.000 
Rp.       1.705.500 
Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Gowa  
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Dari presentase masing-masing zakat dan pajak yang dikeluarkan jika zakat 
dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.2 
Persentase Pajak dan Zakat sebagai Pengurang PKP 
 
Pajak Zakat Total Penghasilan 
Rp. 1.705.000 Rp. 1.350.000 Rp. 3.055.500 Rp. 54.000.000 
3,16 % 2,5 % 5,66 % 100 % 
 
Dari tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa zakat yang dikeluarkan sebesar R. 
1.350.000 dan Pph 21 terutang yang di tanggung tuan A adalah sebesar Rp. 
1.705.500. Sesuai ketentuan pasal 1 ayat 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-163/PJ/2003, dalam perhitungan penghasilan kena pajak bahwa beasarnya zakat 
yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah sebesar 2,5 persen dari 
jumlah penghasilan kena pajak. 
Dengan demikian dapatlah kita perinci berdasarkan perhitungan pajak 
penghasilan, jumlah pajak dan zakat yang di bayar tuan A dalam tahun 2014 dapat 
dilihat dalam tabel 4.2. yaitu jumlah pajak dan zakat yang di bayar adalah 5,66 persen 
dari penghasilan setahun tuan A. 
3. Harapan Kementerian Agama Kabupaten Gowa mengenai pengelolaan 
zakat di masa yang akan datang. 
Kedudukan zakat yang pertanggungjawabannya langsung kepada Allah swt. 
menjadikan Muzakki tetap membayar zakat walaupun mempunyai beban ganda yaitu 
dengan kewajiban pembayaran pajak  (5 persen dari penghasilan bruto) dan 
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kewajiban pembayaran zakat (2,5 persen dari penghasilan bruto). Namun, jika ada 
cara untuk meringankan masyarakat dalam membayar zakat dan pajak maka akan 
sangat efektif. 
Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di nilai masih memberakan 
wajib pajak yang beragama islam karena tetap mempunyai kewajiban ganda. 
Karenanya Pihak Kementerian Agama Kabupaten Gowa  berharap bahwa 
pengelolaan zakat kedepannya dapat lebih meringankan beban masyarakat muslim. 
Seperti halnya usulan BAZNAS tentang pengelolaan zakat yang di laksanakan di 
Malaysia yaitu dengan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit 
pajak). Pengalaman penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak yang diterapkan 
di Malaysia menunjukkan bahwa kebijakan kredit pajak ini dapat menjadi pemicu 
meningkatnya pendapatan di kedua instrumen tersebut secara bersamaan.  
Berikut penulis ilustrasikan sebagai contoh jika zakat sebagai pengurang 
langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Untuk lebih dimengerti, penulis 
ilustrasikan contoh yang sama dengan contoh perhitungan yang dilaksanakan di 
Kementerian Agama Kabupaten Gowa.  
Tuan A seorang muslim dan bekerja sebagai pegawai di Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Gowa mendapatkan gaji Rp. 4.500.000 tiap bulan. Ia tidak 
memiliki penghasilan lain dan belum menikah, sehingga perhitungan PPh pasal 21 
terhutang tahun 2014 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 
Zakat Sebagai Pengurang Langsung PPh (Kredit Pajak) 
 
Penghasilan Bruto setahun 
(-)Biaya jabatan (5% x Ph Bruto) 
 
Penghasilan Neto Setahun 
(-) PTKP (TK/0) 
 
PKP 
PPh 21 terutang (5% x PKP) 
(-) Zakat (2,5% x Ph Bruto) 
 
PPh 21 terutang 
Rp.      54.000.000 
Rp.        2.700.000 
 
Rp.      51.300.000 
Rp.      15.880.000 
 
Rp.      35.460.000 
Rp.        1.773.000 
Rp.        1.350.000 
 
Rp.           423.000 
Sumber : Data diolah sendiri  
 
Dan persentase masing-masing zakat dan pajak yang dikeluarkan jika zakat 
dijadikan sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4.4 
Persentase Zakat dan Pajak sebagai pengurang langsung PPh (Kredit Pajak) 
 
Pajak Zakat Total Penghasilan 
Rp. 423.000 Rp. 1.350.000 Rp. 1.773.000 Rp. 54.000.000 
0,78 % 2,5 % 3,28 % 100 % 
 
Pada perlakuan zakat sebagai pengurang langsung Pajak Penghasilan (Kredit 
Pajak), dapat di lihat bahwa  pajak terutang Rp.1.773.000 dikurangi dengan zakat 
(sebagai kredit pajak) yang dikeluarkan sebesar 1.350.000, sehingga pajak yang 
dibayar dapat ditekan sebesar Rp. 423.000. 
Dari perhitungan presentase tabel 4.4 di atas berdasarkan perhitungan pajak 
penghasilan, jumlah pajak dan zakat yang di bayar tuan A dalam tahun 2014 adalah 
Rp. 1.773.000 dari penghasilan setahun atau 3,28 persen dari 100 persen penghasilan. 
82 
 
 
Hasil analisis dari kasus Tuan A (tabel 4.1 dengan tabel 4.3) di atas, dapat 
dilihat kurang efektifnya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka 
perlakuan tersebut kurang tepat. Adanya kesetaraan filosofis antara zakat penghasilan 
dan pajak penghasilan yang menciptakan aspek kongruensi, maka tentunya akan 
menimbulkan beban ganda. Untuk menyelaraskan aspek filosofis dan menghindari 
beban ganda serta menciptakan keadilan maka perlakuan zakat sebagai pengurang 
langsung pajak (kredit pajak) dapat dikatakan tepat adalah tepat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Gowa memberikan keringanan kepada ummat Islam dalam 
membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri 
masyarakat untuk membayar zakat, dengan kesadaran masyarakat membayar zakat 
dan pajak maka akan semakin meningkat muzakki dan sudah tentu akan 
meningkatkan pendapatan negara. 
 
B. Implikasi Penelitian 
 
Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka implikasi penelitian 
ini adalah : 
1. BAZNAS diharapkan agar melakukan penelitian dan kajian yang 
komprehensif atas usulannya yang menyatakan zakat dapat dijadikan sebagai 
kredit pajak atau zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan untuk 
disosialisasikan kepada berbagai pihak termasuk anggota legislatif dan 
pemerintah, untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kebijakan ini. 
2. Bagi pemerintah, dengan adanya usulan perlakuan zakat sebagai pengurang 
langsung pajak penghasilan (kredit pajak) ini seharusnya dapat dijadikan 
perhatian dalam merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang 
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Pengelolaan Zakat. Yang perlu diperhatikan yaitu ketika masalah pajak telah 
di revisi dalam undang-undang zakat, maka pelaksanaannya harus di atur pula 
dalam undang-undang pajak sehingga pengaplikasiannya akan berjalan lebih 
baik. Perlu ada payung hukum yang jelas jika zakat memang benar-benar 
diterapkan sebagai pengurang langsung pajak penghasilan. Payung hukum itu 
nantinya juga harus memperhatikan wajib pajak yang tidak membayar zakat 
(non muslim). Apakah sumbangan keagamaan serupa dalam agama lain akan 
diperlakukan sama dengan wajib zakat yang membayar pajak. Dan yang 
terpenting adalah harus ada standar manajemen yang jelas bagi pengelolaan 
zakat di negara Indonesia. 
3. Menjadi suatu kesyukuran jika skripsi ini dapat menjadi suatu rujukan, 
contoh, dan bahan bacaan untuk menambah dan memperluas wawasan tentang 
zakat dan pajak. 
 
 
85 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Aditya Pratama, Erwin. ”Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai 
Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang”. 
Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang. 2013. 
Andriani, Sri dan Fatha Fathya, ”Zakat Sebagai pengurang Pajak Penghasilan Pada 
Badan Amil Zakat”,UIN Maulana Malik Ibrahim , vol. 4, (Februari 2013) : h. 
16-17.http://www.google.com/repository.usu.ac.id/bitstream/Chapter .pdf 
Apriliana. “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang 
Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung 
Pajak Penghasilan”. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif 
Hidayatullah. 2010. 
al-Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin hajar. Bulugh al-Maram min ‘Adillah al-‘ahkam. 
Bairut : Dar al-Fikr, 2001. 
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana. 2009. 
Damanhur, Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam. Banda Aceh 
Darussalam : Prosiding Persidangan Antar bangsa Pembangunan Aceh. 2006. 
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta : Pustaka Al-kautsar. 
2007. 
“Faedah Zakat”, Wikipedia the free Encyclopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/ 
Faedah_Zakat  (18 Agustus 2014). 
Farid, Muhammad. “Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan : Dualisme Aturan Zakat 
dan Pajak di Indonesia”, STAIN Watampone, Vol. 18 No.1 (2012) : h. 20. 
http://www.jourlib.org/paper/ 2512161#. 
Ibrahim, Teuku H. Muslim. Hubungan Antara Zakat dan Pajak Sebagai Sumber 
Dana Kemasyarakatan. Jakarta : PT Bina Rena Pariwara. 1992. 
Indonesian Tax Review. Vol IV, Ed 47. 2007. 
al-Kindi, Bamz. “Hubungan antara zakat dengan pajak meneurut pandangan 
islam”(19 Desember 2011), http://bamzalkindi.blogspot.com/2011/12/ 
hubungan-zakat-dengan-pajak-menurut.html. 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 pasal 1 ayat (3). 
“Pajak Penghasilan”, Wikipedia the free Encyclopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/ 
Pajak_Penghasilan,  (16 Oktober 2014). 
“Penghasilan Kena Pajak”, Wikipedia the free Encyclopedia. 
http://id.wikipedia.org/wiki/ Penghasilan_Kena_Pajak,  (20 Agustus 2014). 
Permono, Sjechul Hadi, ”Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam Rangka 
Pembangunan Nasional,” Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1988. 
          “Sumber-Sumber Penggalian Zakat. Jakarta : Pustaka Firdaus, 
1992. 
86 
 
 
Rahmawati Muin, Manajemen Zakat. Samata : Alauddin Universsity Press, 2011. 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat. 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Zakat pasal 14 ayat 3. 
1
 al-Syirbini, Muhammad. al-Iqna. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.1940 
Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Cet. IV. 
Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001. 
‘Usman asy-Syar’lan, Ibrahim . Nizhamu Misa fi al-Zakah wa Tauzi’u al-Ghana’im . 
Riyad: Tp, 1981. 
Uzaifah, “Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai 
Pengurang Penghasilan Kena Pajak”. Vol.4 No. 1 (Juli 2010), h. 48-49. 
http://www.google.com /jurnals.files.wordpress.com/ uzaifah-2010.pdf. 
Wajdi, Farid. “Kajian Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak Dalam Penghasilan 
Orang Pribadi di Indonesia”. Skripsi . Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Indonesia. 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan 
Kena Pajak ? 
2. Apakah undang-undang tersebut sudah di terapkan di Kantor Kementerian agama 
? 
Jika Ya : 
a. Bagaimana penerapannya  ?  
b. Kapan mulai undang-undang itu diterapkan ? 
c. Apa kelebihan dan kekurangan dari undang-undang tersebut ? 
d. Yang mana lebih efektif, penerapan zakat UU No.38 thn 1999 atau penerapan 
zakat sebelumnya ? 
e. Apa harapan untuk kedepannya, mengenai pengelolaan zakat ? 
Jika Tidak : 
a. Apa kendala atau hambatan sehingga undang-undang tersebut tidak 
diterapkan ? 
b. Bagaimana penerapan zakat di kantor Kementerian agama ? 
c. Undang-undang yang mana yang digunakan ? 
d. Apakah ada rencana untuk menerapkan undang-undang No. 38 thn 1999 di 
Kantor Kementerian agama ? 
 
  
 
 
 
 
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 23 TAHUN 2011 
TENTANG 
PENGELOLAAN ZAKAT 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang :   a.   bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
       memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut  
      agamanya dan kepercayaannya itu;  
b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam 
yang mampu sesuai dengan syariat Islam;  
c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk 
meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; 
d. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna,  
e. zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat 
Islam; 
f. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti; 
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat; 
 
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 
        Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
          Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat. 
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim 
atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 
sesuai dengan syariat Islam. 
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan 
usahan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh 
seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan 
umum. 
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang 
berkewajiban menunaikan zakat. 
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. 
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS 
adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah 
Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan 
organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu 
mengumpulkan zakat. 
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat 
dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat 
sesuai dengan syariat Islam. 
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agama. 
 
Pasal 2 
Pengelolaan zakat berasaskan: 
a. syariat Islam; 
b. amanah; 
c. kemanfaatan; 
d. keadilan; 
e. kepastian hukum; 
f. terintegrasi; dan 
g. akuntabilitas. 
 
 
 
Pasal 3 
Pengelolaan zakat bertujuan: 
a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 
pengelolaan zakat; dan  
b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 
 
Pasal 4 
(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. 
(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; 
b. uang dan surat berharga lainnya; 
c. perniagaan; 
d. pertanian, perkebunan dan kehutanan; 
e. peternakan dan perikanan; 
f. pertambangan; 
g. perindustrian; 
h. pendapatan dan jasa; dan 
i. rikaz. 
(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta 
yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. 
(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah 
dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan 
zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
akan diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
BAB II 
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 5 
(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk 
BAZNAS. 
(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 
ibu kota negara. 
(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan 
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. 
 
 
Pasal 6 
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas 
pengelolaan zakat secara nasional. 
 
Pasal 7 
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
BAZNAS menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat; 
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat; 
c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat; 
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan 
zakat. 
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat 
bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan. 
(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis 
kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun. 
 
Bagian Kedua 
Keanggotaan 
 
Pasal 8 
(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. 
(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) 
orang dari unsure pemerintah. 
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 
unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. 
(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan 
pengelolaan zakat. 
(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. 
 
Pasal 9 
Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat 
dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 
 
 
Pasal 10 
(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 
usul Menteri. 
(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden 
atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
(3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. 
 
Pasal 11 
Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. bertakwa kepada Allah SWT; 
d. berakhlak mulia; 
e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; 
f. sehat jasmani dan rohani; 
g. tidak menjadi anggota partai politik; 
h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan 
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan 
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun. 
 
Pasal 12 
Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: 
a. meninggal dunia; 
b. habis masa jabatan; 
c. mengundurkan diri; 
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus 
menerus; atau 
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. 
 
Pasal 13 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja 
sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Ketiga 
BAZNAS Provinsi 
Dan BAZNAS Kabupaten/Kota 
 
Pasal 15 
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan 
BAZNAS kabupaten/kota. 
(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur 
setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. 
(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan 
BAZNAS. 
(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan 
pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS 
provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan 
BAZNAS. 
(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan 
tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota 
masing-masing. 
 
Pasal 16 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,  
(2) BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat 
membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan 
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat 
membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama 
lainnya, dan tempat lainnya. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja 
BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Keempat 
Lembaga Amil Zakat 
 
Pasal 17 
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat 
membentuk LAZ. 
 
 
Pasal 18 
(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Menteri. 
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila 
memenuhi persyaratan paling sedikit: 
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang 
mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; 
b. berbentuk lembaga berbadan hukum; 
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; 
d. memiliki pengawas syariat; 
e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan 
untuk melaksanakan kegiatannya; 
f. bersifat nirlaba; 
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi 
kesejahteraan umat; dan 
h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala. 
 
Pasal 19 
LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara 
berkala. 
 
Pasal 20 
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme 
perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban LAZ diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB III 
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, 
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN 
 
Bagian Kesatu 
Pengumpulan 
 
Pasal 21 
(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan 
penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. 
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, 
muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. 
 
Pasal 22 
Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ 
dikurangkan dari penghasilan kena pajak. 
 Pasal 23 
(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada 
setiap muzaki. 
(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 
 
Pasal 24 
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS 
provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
Bagian Kedua 
Pendistribusian 
 
Pasal 25 
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. 
 
Pasal 26 
Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 
pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. 
 
Bagian Ketiga 
Pendayagunaan 
 
Pasal 27 
(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 
(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar 
mustahik telah terpenuhi. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk 
usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 
 
Bagian Keempat 
Pengelolaan Infak, Sedekah, 
Dan Dana Sosial keagamaan Lainnya 
 
Pasal 28 
(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima 
infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya.  
(2) Pendistribyusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana 
sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai 
dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. 
(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya 
harus dicatat dalam pembeukuan tersendiri. 
 
Bagian Kelima 
Pelaporan 
 
Pasal 29 
(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan 
pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan 
lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara 
berkala. 
(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan 
lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. 
(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan 
zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada 
BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. 
(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan 
zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada 
Menteri secara berkala. 
(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media 
cetak atau media elektronik. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS 
kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB IV 
PEMBIAYAAN 
 
Pasal 30 
Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. 
 
Pasal 31 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), 
dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Hak Amil.  
(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS 
provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 
 
Pasal 32 
LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan 
operasional. 
 
Pasal 33 
(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan 
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 
Pasal 34 
(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan 
LAZ. 
(2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS 
kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. 
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. 
 
BAB VI 
PERAN SERTA MASYARAKAT 
 
Pasal 35 
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan 
pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.  
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
rangka: 
a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat 
melalui BAZNAS dan LAZ; dan 
b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan 
LAZ. 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam bentuk : 
a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang 
dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan 
b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam 
pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. 
 
BAB VII 
SANKSI ADMINISTRATIF 
 
Pasal 36 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta 
Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau 
c. pencabutan izin. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB VIII 
LARANGAN 
 
Pasal 37 
Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, 
menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, 
dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam 
pengelolaannya. 
 
Pasal 38 
Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat 
melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat 
tanpa izin pejabat yang berwenang. 
 
BAB IX 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 39 
Setiap orang yang dengan sengaja melawan hokum tidak melakukan 
pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 40 
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hokum melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 41 
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hokum melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 
Pasal 42 
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 
40 merupakan kejahatan.  
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan 
pelanggaran. 
 
BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 43 
(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-
Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai 
BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya 
BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini. 
(2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah 
kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini 
berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS 
provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Undang-
Undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan 
Undang-Undang ini. 
(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-
Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-
Undang ini. 
(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan 
diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang 
ini diundangkan. 
 
BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 
 
 
Pasal 44 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan 
Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
 
Pasal 45 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 
Pasal 46 
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan 
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 
 
Pasal 47 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
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PENJELASAN 
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 23 TAHUN 2011 
TENTANG 
PENGELOLAAN ZAKAT 
 
I. Umum 
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan 
syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk 
meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan 
kemiskinan. 
Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus 
dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, 
keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 
Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 
Tahun 1999 tentan Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan kebutuhan hokum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. 
Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan 
perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. 
Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS 
provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang 
pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada 
Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang 
melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. 
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk 
Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada 
BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 
zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan. 
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. 
Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan 
prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk 
usaha produktif dalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas 
umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 
Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, 
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan 
infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat 
Islam dan dilakukan sesuia dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan 
harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. 
Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan 
BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
    Pasal 1 
Cukup jelas 
    Pasal 2 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan asas ”amanah” adalah pengelola zakat harus 
dapat dipercaya. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan asas ”kemamfaatan” adalah pengelolaan zakat 
dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
mustahik. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan asas ”keadilan” adalah pengelolaan zakat 
dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan asas ”kepastian hukum” adalah dalam 
pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik 
dan muzaki. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan asas ”terintegrasi” adalah pengelolaan zakat 
dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan asas ”akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat 
dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. 
    Pasal 3 
Cukup jelas 
    Pasal 4 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Cukup jelas 
Huruf e 
Cukup jelas 
Huruf f 
Cukup jelas 
Huruf g 
Cukup jelas 
Huruf h 
Cukup jelas 
Huruf i 
Yang dimaksud dengan ”rikaz” adalah harta temuan. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan ”badan usaha” adalah badan usaha yang 
dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan 
hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan 
terbatas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
    Pasal 5 
Cukup jelas 
    Pasal 6 
Cukup jelas 
    Pasal 7 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
    Pasal 8 
Cukup jelas 
    Pasal 9 
Cukup jelas 
    Pasal 10 
Cukup jelas 
    Pasal 11 
Cukup jelas 
    Pasal 12 
Cukup jelas 
    Pasal 13 
Cukup jelas 
    Pasal 14 
Cukup jelas 
    Pasal 15 
Ayat (1) 
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS 
kabupaten/kota dapat menggunakan istilah baitul mal. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
    Pasal 16 
Ayat (1) 
Yang dimaksud ”tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis 
taklim. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
    Pasal 17 
Cukup jelas 
    Pasal 18 
Cukup jelas 
    Pasal 19 
Cukup jelas 
    Pasal 20 
Cukup jelas 
    Pasal 21 
Cukup jelas 
    Pasal 22 
Cukup jelas 
    Pasal 23 
Cukup jelas 
    Pasal 24 
Cukup jelas 
    Pasal 25 
Cukup jelas 
    Pasal 26 
Cukup jelas 
    Pasal 27 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan ”usaha produktif adalah usaha yang mampu 
meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan. 
Yang dimaksud dengan ”peningkatan kualitas umat” adalah 
peningkatan sumber daya manusia. 
Ayat (2) 
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, 
perumahan, pendidikan dan kesehatan. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
    Pasal 28 
Cukup jelas 
    Pasal 29 
Cukup jelas 
    Pasal 30 
Cukup jelas 
    Pasal 31 
Cukup jelas 
    Pasal 32 
Cukup jelas 
    Pasal 33 
Cukup jelas 
    Pasal 34 
Cukup jelas 
    Pasal 35 
Cukup jelas 
    Pasal 36 
Cukup jelas 
    Pasal 37 
Cukup jelas 
    Pasal 38 
Cukup jelas 
    Pasal 39 
Cukup jelas 
    Pasal 40 
Cukup jelas 
    Pasal 41 
Cukup jelas 
    Pasal 42 
Cukup jelas 
    Pasal 43 
Cukup jelas 
    Pasal 44 
Cukup jelas 
    Pasal 45 
Cukup jelas 
    Pasal 46 
Cukup jelas 
    Pasal 47 
Cukup jelas 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5255 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR KEP-163/PJ/2003 
 
TENTANG 
 
PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN 
DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK 
PENGHASILAN 
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 
 
Menimbang : 
 
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam 
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan; 
 
Mengingat : 
 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984). 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 50; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3985); 
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885); 
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat; 
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 
Nomor D/291 Tahun 2000; 
 
 
MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : 
 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN 
ZAKAT ATAS PENGHASILAN DALAM PERHITUNGAN PENGHASILAN 
KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN 
 
Pasal 1 
 
(1) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang 
pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam 
negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau 
Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai 
ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 
boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan 
neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya 
Penghasilan Kena Pajak. 
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang 
merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang Tidak bersifat 
final, berdasarkan ketntuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
(3) Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah 
sebesar 2’5 % (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2). 
 
Pasal 2 
 
(1) Zakat atas penghasilan wanita kawin dan penghasilan anak yang belum dewasa 
yang pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan suami/orang tua 
kecuali zakat atas penghasilan tersebut pada ayat (2), dikurangkan dari 
penghasilan suami/orangtuanya. 
(2) Zakat atas penghasilan wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah atau 
penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja 
yang telah di potong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang 
Pajak Penghasilan dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha 
atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, serta zakat atas 
penghasilan anak yang belum dewasa dari pekerjaan yang tidak ada 
hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan keluarga baik 
sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu 
derajat, hanya dapat dikurangkan dari penghasilan yang bersangkutan apabila 
terdaftar sebagai Wajib Pajak. 
 
 
Pasal 3 
 
(1) Pengurangan zakat atas penghasilan sebagaimana di maksud dalam pasal 1 
dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang 
bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima/diperolehnya penghasilan. 
(2) Apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam SPT Tahunan, 
zakat atas penghasilan tersebut belum dibayar, maka pengurangan zakat atas 
penghasilan dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran 
sepanjang Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan tersebut telah 
dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya. 
 
Pasal 4 
 
(1) Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas penghasilan , wajib 
melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotocopinya yang telah 
dilegalisir oleh badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran 
zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 
dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut. 
(2) Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus 
memuat : 
a. Nama Lengkap wajib Pajak; 
b. Alamat jelas Wajib Pajak; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
d. Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya; 
e. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya; 
f. Besarnya penghasilan; 
g. Besarnya zakat atas penghasilan; 
 
Pasal 5 
 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Rafiqah Aliyati, lahir di Borongbuah Desa Rannaloe Kecamatan 
Bungaya Kabupaten Gowa pada tanggal 18 Oktober 1994. Anak 
keempat dari lima bersaudara, Puteri dari pasangan Bapak 
Maraming dg Sarring dengan Ibu Siti Baisah dg Tayu’.  
Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1999 di Madrasah Ibtida’iyah 
Swasta (MIS) Guppi Borongbuah dan tamat pada tahun 2005, kemudian pada tahun 
yang sama melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Guppi Samata 
dan tamat pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun yang sama pula penulis 
melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) di tempat yang sama dan tamat 
pada tahun 2011.  
` Melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru  Perguruan Tinggi Agama Islam 
Negeri (SPMB-PTAIN) pada tahun 2011, penulis berhasil lolos seleksi dan terdaftar 
sebagai Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam di bawah naungan Fakultas Syariah dan 
Hukum yang saat ini telah dipindahkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dan Alhamdulillah penulis 
berhasil menyelesaikan studi pada bulan April 2015. 
 
